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ABSTRAK

Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana
pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Maksud
disusunnya Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran
kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat
dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan
pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud
akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi,
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun
berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Rl Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan. Terdapat dua periode perencanaan di tahun 2025 yaitu Rencana Strategis
(Renstra) periode 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Pada
Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026 ada 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan)
indikator kinerja utama dan pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 ada 8
(delapan) sasaran dan 12 (dua belas) indikator kinerja utama. Pada Laporan Kinerja Dinas
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025
terlihat bahwa Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Gresik berhasil dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2021 — 2026 dan Rencara Strategis (Renstra) Tahun 2025 — 2029
sebagaimana yang telah ditargetkan. Pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 hasil rata-
rata capaian kinerja sebesar 101,81% dengan kategori “Sangat Tinggi” begitupun pada
Rencana Strategis Tahun 2025-2029 hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 104,13%
dengan kategori “Sangat Tinggi” selanjutnya yaitu capaian anggaran tahun 2025 sebesar
90,49% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Hasil efisiensi Rencana Strategis Tahun 2021-
2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 didapatkan hasil bahwa Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sudah
efisien dalam penggunaan sumber daya dengan nilai efisiensi pada Rencana Strategis
Tahun 2021-2026 sebesar 11,60% dan nilai efisiensi Rencana Strategis Tahun 2025-2029
sebesar 12,18%. Pada tahun 2025, anggaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebesar Rp. 22.453.100.650,75 yang
telah direalisasikan sebesar Rp. 20.317.055.975,70 atau sebesar 90,49%.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadlirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya
sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat terselesaikan
sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan
pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, kami menyampaikan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang
secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan
program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang
keberhasilan pelaksanaan pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

Namun disadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna Oleh sebab
itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku Laporan Kinerja ini bermanfaat dan
dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. Akhirnya
semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, 27 Februari 2026
Kepala Dinas KB, PP dan PA
Kabupaten Gresik,

${ttd_pengirim}

dr. Titik Ernawati, M.H.
Pembina Utama Muda (IV-c)
NIP. 19760903 200701 2 010
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai
fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas
penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai

rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025. Penyusunan

Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan

perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan
pertanggungjawaban anggaran;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

Akuntabilitas Kinerja 1
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6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama,;
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

Penyusunan laporan kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 berdasarkan
pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan
Dokumen Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 serta Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan Dokumen
Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025

. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan Laporan
Pelaksanaan Kinerja tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026 dan tahun pertama dari Rencana
Stratgeis (Renstra) periode Tahun 2025-2029. Maksud disusunnya Laporan
Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk memberikan
gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan
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| kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta

sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian

kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan
evaluasi kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025;

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun
2025;

3. Hasil evaluasi yang berupa kritik / saran diharapkan menjadi bahan acuan
untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik di
tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
dengan menerapkan asas transparansi, sistematik dan accountable (dapat
dipertanggungjawabkan).

. GAMBARAN UMUM DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TAHUN

2025

1. Kedudukan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 69
Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan
Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Kedudukan Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah

sebagai berikut:
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1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di

bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

2. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

Rincian tugas dan fungsi Kepala Dinas Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga

berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

2. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan
pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana,
ketahanan dan  kesejahteraan  keluarga, serta  urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
Pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi
kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi
dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana,
ketahanan dan  kesejahteraan  keluarga, serta  urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan Tenaga penyuluh
KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB serta pengendalian dan
pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta

organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan
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pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;

g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan
kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Struktur kelembagaan atau Organisasi Dinas Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak Kabupaten Gresik, terdiri dari:

1.
2.

Kepala Dinas

Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Subbagian Keuangan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional,

Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak,
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD P2TP2A; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Personil / Pegawai

fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai,
sesuai
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN)

dengan analisa

jabatan dan berkompetensi.

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan

sebanyak 65 (enam puluh lima) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

No Status Kepegawaian Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil 19
2 Calon Pegawai Negeri Sipil 13
3 PPPK Penuh Waktu 5
4 PPPK Paruh Waktu 28
Total 65
Tabel 1.2

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

No. Sarana dan Prasarana JE—
Yang Digunakan
1. PC UNIT 34
2. LAPTOP 7
3. PRINTER 17
4. MEJA 72
5. KURSI 119
6. KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4 8
7. KENDARAAN OPERASIONAL RODA 2 96
8 AC 21
JUMLAH 374

Akuntabilitas Kinerja
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Berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, Dinas
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gresik menempati lahan seluas 750 m? yang terletak di Jl. Dr.
Wabhidin Sudiro Husodo Nomor 241.
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun
2025 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB |. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Personil Perangkat Daerah

serta Sistematika Penyusunan.

BAB Il. PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang

mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB Ill. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun
2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi: pembandingan
antara target dan realisasi kinerja tahun 2025; perbandingan capaian kinerja
tahun 2025 dengan tahun sebelumnya berdasarkan dokumen Renstra Dinas
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026; Analisis keberhasilan / kegagalan,
hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah
antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP
Memuat kesimpulan umum atas capaian Kkinerja Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Gresik Tahun 2025 dan upaya / langkah di masa mendatang yang akan
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Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja
tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini
menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka
Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik,
percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih
diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-
program Yyang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta
menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu,
penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan
sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun
2025, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2025. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang
harus dicapai selama tahun 2025. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis
akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam
upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2025.

Akuntabilitas Kinerja 9



LAPORAN KINERJA DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

Visi tersebut merupakan cita-cita luhur yang menjadi asa bersama untuk
melangkah membangun Gresik Baru berlandaskan visi Bupati dan Wakil bupati

terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2025-2029 yaitu:

“Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan Sebagai Pusat

Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta
dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan
misi Kabupaten Gresik 2025-2029 adalah :

1. Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter,
dan Berakhlakul Karimah

2. Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata,
Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya
Saing

3. Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta
Terintegrasi untuk  Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan
Kesejahteraan Masyarakat

4. Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan
Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat

5. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan
Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun
2025 sebagai berikut:
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Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025
(Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026)

INDIKATOR KINERJA

NO | SASARAN STRATEGIS TARGET
UTAMA
. . Persentase desa yang telah
Meningkatkan kualitas dan mengakomodasi usulan 10%
L aksesibilitas pelayanan perempuan
" | dasar secara inklusif dan P(.ar.sentase PD yang
minimal 30% kegiatannya 30%
berkeadilan gender dilengkapi dokumen Analisa °
Responsif Gender (ARG)
Peningkatan Peran dan Total Fertility Rate (TFR) 1,9-2
. kelahiran
Fungsi Keluarga dalam -
Contraceptive Prevalency 70-76%
5 Pembangunan Daerah, Rate (CPR) °
: iaci NilaiNilai Persentase Usia Kawin
Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Pertama dibawah 20 Tahun
Budaya Gresik dan 11,48%
Pembinaan Karakter
Persentase Kasus
Mewujudkan Layanan Kekerasan terhadap 100%
Komprehensif untuk Kasus Perempuan yang Mendapat
P Layanan Komprehensif
3 Kekerasan Berbasis Persentase Kasus Anak
" | Gender dan Anak Yang s/lalam Situasi Khusus yang 100%
endapat
Memerlukan Perlindungan Layanan Komprehensif
Tingkat Kematangan
Khusus Layanan sesuai Standar Level 2

SPBE
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Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025
(Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029)

INDIKATOR KINERJA

NO | SASARAN STRATEGIS TARGET
UTAMA
Total Fertility Rate 1,92-2
_ Kelahiran
Meningkatkan Kesehatan : :
1 Persentase Usia Kawin 9,27
Ibu dan Anak _
Pertama dibawah sama Persentase
dengan 20 Tahun (%)
Penurunan Kasus -
Perkawinan Usia Anak ’
dihit dar _ Persentase
ihitung dari pengajuan
ng TR PR (%)
dispensasi kawin
_ Rasio anak pekerja migran
Meningkatkan akses 100
yang mendapatkan
2 | terhadap layanan _ Persentase
. perlindungan pasca
perlindungan khusus anak (%)
pemulangan
Persentase Kasus Anak
_ _ 100
dalam Situasi Khusus yang
Persentase
Mendapat Layanan
. (%)
Komprehensif
Mewujudkan Lingkungan Indeks Pembangunan 66,72 Skor
3 | Keluarga dan Pengasuhan Keluarga Indeks (O-
Alternatif 100)
Meningkatkan akses, Rasio realisasi usulan 20
partisipasi, kontrol dan perempuan yang
4 . _ Persentase
manfaat perempuan dalam | diakomodasi dalam %)
0

pembangunan

perencanaan pembangunan
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INDIKATOR KINERJA

NO | SASARAN STRATEGIS TARGET
UTAMA
Persentase perangkat
daerah yang minimal 30% 30
kegiatannya dilengkapi Persentase
dokumen Analisa Responsif (%)
Gender
_ Unmet need ber-KB 9,17
Menurunkan ketimpangan
5 _ Persentase
kesehatan reproduksi
(%)
Meningkatkan akses Persentase Usia Kawin 9
terhadap layanan Pertama dibawah sama
6 _ ) Persentase
perlindungan khusus dengan 20 Tahun dari %)
0
bagi kelompok rentan keluarga miskin
Meningkatkan akses, Persentase kasus
partisipasi, kontrol dan Kekerasan terhadap 100
7 | manfaat perempuan dalam | perempuan yang mendapat | Persentase
pembangunan dan layanan komprehensif (%)
keberdayaan multidimensi
Meningkatkan akses kepala | Rasio kepala rumah tangga 6.86
rumah tangga perempuan perempuan miskin yang ’
8 o Persentase
miskin terhadap program mendapatkan akses %)
0

pemberdayaan

program pemberdayaan
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun
2025 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang
termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi
capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja
sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat
kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada
Tabel 3.1 sebagai berikut:
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Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No | Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1. 91% < 100% Sangat Tinggi

2. 76% < 90% Tinggi

3. 66% < 75% Sedang

4, 51% < 65% Rendah

5. <50% Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun

2025 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian

Kinerja APBD Tahun 2025
(Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026)

N | SAsARan | NDWATOR 1 o1 | REALI | CAPAI- | KATE-
STRATEGIS UTAMA SASI AN GORI
Persentase
Meningkatkan f[j :]:ﬁ yang
kualitas dan mengakomo- 10% 10,39% | 103,90% ST
o dasi usulan
aksesibilitas perempuan
pelayanan Persentase PD
L dasar secara yang minimal
30%
inklusif dan kegiatannya
berkeadilan dilengkapi 30% 95,65% 110% ST
dokumen
gender Analisa
Responsif
Gender (ARG)
Peninakatan Total Fertility 1,9-2 1,92 0
9 Rate (TFR) kelahiran | kelahiran 101,54% ST
2. | Peran dan Contraceptive
Fungsi Prevalency 70-76% 65% 89,04% T
Rate (CPR)
Akuntabilitas Kinerja 15
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No | sasaran | INDEATOR 1 - | REALL | CAPAI- | KATE-
STRATEGIS UTAMA SASI AN GORI
Keluarga dalam | Persentase
Pembangunan Usia Kawin
9 Pertama
Daerah, Inisiasi | dibawah 20
Nilai-Nilai Luhur | 2" 11,48% | 9,27*% 110% ST
Budaya Gresik
dan Pembinaan
Karakter
Persentase
Kasus
Mewujudkan Kekerasan
terhadap
Layanan Perempuan 100% 100% 100% ST
Komprehensif | Yang
Mendapat
untuk Kasus Layanan
Kekerasan Komprehensif
_ Persentase
3. BerbaS|S Kasus Anak
Khusus yang 100% 100% 100% ST
Anak Yang Mendapat
Memerlukan Layanan
_ Komprehensif
Perlindungan Tingkat
Khusus Kematangan
Layanan Level 2 Level 2 100% ST
sesuai Standar
SPBE
Sangat
- 0
Rata-rata 101,81% Tinggi

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama, terdapat 7 (tujuh) IKU dengan

kategori Sangat Tinggi dan 1 (satu) IKU dengan kategori Tinggi. Secara

rata-rata capaian kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik pada Tahun 2025

adalah sebesar 101,81% dengan kategori Sangat Tinggi.
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Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian
Kinerja PAPBD Tahun 2025

(Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029)

NO SASARAN INK?LEA&EQ\R TARGET REALI- CAPAI- | KATE-
STRATEGIS UTAMA SASI AN GORI
Total Fertility 1,92-2 1,92
(o)
Rate Kelahiran Kelahiran 102,04% ST
) Persentase
Meningkatkan _ .
Usia Kawin
1 Kesehatan lbu 9,27 9,27*
Pertama
dan Anak _ Persentase | Persentase 100% ST
dibawah sama
(%) (%)
dengan 20
Tahun
Penurunan
Kasus
Perkawinan
_ 51
Usia Anak 11,92
. _ Persentase | Persentase 110% ST
dihitung dari
: (%) (%)
pengajuan
dispensasi
Meningkatkan kawin
akses terhadap | Rasio anak
2 | layanan pekerja migran
perlindungan yang 100 100
khusus anak mendapatkan | Persentase | Persentase 100% ST
perlindungan (%) (%)
pasca
pemulangan
Persentase
100 100
Kasus Anak
_ _ Persentase | Persentase 100% ST
dalam Situasi
(%) (%)
Khusus yang
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Mendapat
Layanan
Komprehensif
Mewujudkan Indeks
Lingkungan Pembangunan | 66,72 Skor | 76,9 Skor
Keluarga dan Keluarga Indeks Indeks 115,26% ST
Pengasuhan (0-100) (0-100)
Alternatif
Rasio realisasi
usulan
erempuan
P P 30 72,73
yang
_ ) Persentase | Persentase 110% ST
diakomodasi
: (%) (%)
Meningkatkan dalam
akses, perencanaan
partisipasi, pembangunan
kontrol dan Persentase
manfaat perangkat
perempuan daerah yang
dalam minimal 30%
_ 30 95.65
pembangunan kegiatannya
. ) Persentase | Persentase 110% ST
dilengkapi
(%) (%)
dokumen
Analisa
Responsif
Gender
Menurunkan Unmet need
. 9,17 7,91
ketimpangan ber-KB
Persentase | Persentase 110% ST
kesehatan
: (%) (%)
reproduksi
Meningkatkan Persentase 9 10.6
, . 82,22% T
akses terhadap | Usia Kawin Persentase | Persentase
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vo | SASARAN | Tkmeman | Tamcer | FEAL- | CAPAC | KATE
UTAMA
layanan Pertama (%) (%)
perlindungan dibawah sama
khusus dengan 20
bagi kelompok | Tahun dari
rentan keluarga
miskin
Meningkatkan Persentase
akses, kasus
partisipasi, Kekerasan
kontrol dan terhadap
manfaat perempuan 100 100
7 perempuan yang Persentase | Persentase 100% ST
dalam mendapat (%) (%)
pembangunan layanan
dan komprehensif
keberdayaan
multidimensi
Meningkatkan Rasio kepala
akses kepala rumah tangga
rumah tangga perempuan 6,86 8.64
8 | perempuan miskin yang Persentase | Persentase 110% ST
miskin terhadap | mendapatkan (%) (%)
program akses program
pemberdayaan | pemberdayaan
Rata-Rata 104.13% | Sangat
' Tinggi

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama, terdapat 11 (sebelas) IKU

dengan kategori Sangat Tinggi dan 1 (satu) IKU dengan kategori Tinggi.

Secara

rata-rata

capaian

kinerja

Dinas

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

pada Tahun 2025 adalah sebesar 104,13% dengan kategori Sangat Tinggi.
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B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala
mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan
sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya. Oleh karena itu Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sangat berkepentingan
menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat
dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi
faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada
akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan
keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan
regulasi. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang didalamnya terdapat bidang-bidang dan upt sebagai pelaksana program
dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat
dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program
dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Pengukuran kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025
menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran
kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja
sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026 melalui 3 (tiga) sasaran strategis
dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja APBD Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
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Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gresik periode Tahun 2025-2029 melalui 8 (delapan) sasaran
strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja PAPBD Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025. Adapun
evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis Dinas
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gresik tahun 2025 periode Rencana Strategis Tahun 2021-2026

tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2021-2026

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara
inklusif dan berkeadilan gender;

2. Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah,
Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter;

3. Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis

Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja utama untuk mengukur capaian
sasaran strategis tahun 2021-2026, realisasi 8 (delapan) indikator tersebut
dapat dilihat pada table 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun
Sebelumnya untuk Periode Renstra Tahun 2021-2026

NO | sTrATEGIS KINERJA —
UTAMA TH 2021 | TH 2022 | TH 2023 | TH 2024 | TH 2025
Meningkatkan Persentase
kualitas dan desa yang telah
mengakomodasi | 4,21% 2,25% 6,74% 9,55% 10,39% | Meningkat
aksesibilitas usulan
1. | pelayanan dasar perempuan
) ) Persentase PD
secara inklusif yang minimal
dan berkeadilan 30% 10,42% | 12,75% | 19,64% | 30,43% | 95,65% | Meningkat
kegiatannya
gender dilengkapi
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SASARAN INDIKATOR REALISASI KETERA
NO | sTRATEGIS KINERJA NEAN
UTAMA TH 2021 | TH 2022 | TH 2023 | TH 2024 | TH 2025
dokumen
Analisa
Responsif
Gender (ARG)
Peningkatan 1,89 194
. o 2,03 1,89 Kelahira o 1,92
Peran dan Fungsi -IL(;E;I (lfreFrtRll;ty (Th. (Th. n Kﬁ'?ﬁ'}ra Kelahira | Meningkat
Keluarga dalam 2020 2021) (Th.202 2023)' n
1)
Pembangunan Contraceptive 76,53 | 78,42% | 78,42%
2. | Daerah, Inisiasi Prevalency Rate (Th. (Th.202 | (Th.202 | 67,78% 65% Menurun
Nilai-Nilai Luhur ~ |-(CPR) 2020 1) 1)
Budava Gresik Persentase Usia
y _ Kawin Pertama 15,04 | 13,65% | 13,65% i 9,27% _
dan Pembinaan dibawah 20 (Th (Th (Th 9,27% (Th Menlngkat
2020 2021 2021 2024
Karakter Tahun ) ) )
Persentase
Kasus
Mewujudkan Kekerasan
terhadap o o o o o
Layanan Perempuan 100% 100% 100% 100% 100% Tetap
Komprehensif yang Mendapat
Layanan
untuk Kasus Komprehensif
Kekerasan Persentase
3. Berbasis Kasus Anak
dalam Situasi
Gender dan Anak | Khusus yang 100% 100% 100% 100% 100% Tetap
Yang Memerlukan Mendapat
Layanan
Perlindungan Komprehensif
oo g
L 9 . Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Level 2 Meningkat
ayanan sesuai
Standar SPBE

Dari 8 (delapan) indikator kinerja utama, terdapat 5 (lima) indikator

dengan realisasi yang rata-rata meningkat, 2 (dua) indikator dengan realisasi

yang tetap dan 1 (satu) indikator dengan realisasi menurun selama periode

renstra tahun 2021-2025. Penjelasan 8 (delapan) indikator kinerja utama

tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Indikator

yang pertama yaitu

Persentase

desa yang

telah

mengakomodasi usulan perempuan. Upaya membangun kemandirian

desa dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan nasional tentu
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tidak dapat dipisah dari partisipasi masyarakat. Menurut UU Desa, forum
dan ruang bagi partisipasi telah dibuka lebar dalam musyawarah
perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dan musyawarah
desa. Melalui Musrenbangdes, perempuan dapat ikut serta mengajukan
usulan pembangunan desa, dan menjadi masukan bagi unit pemerintah
di atasnya untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah
daerah (RPJMD-kabupaten/kota) dan RPJMN (nasional).

Merujuk pada penjelasan tersebut, diperoleh hasil perhitungan
persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan tahun
2025 sebesar 10,39% yaitu sebanyak 37 desa dari 356 desa yang ada di
kabupaten gresik telah mengakomodasi usulan perempuan, dengan
target awal yaitu sebesar 10% desa yang telah mengakomodasi usulan
perempuan. Secara rinci dapat dilihat pada table 3.3 berikut.

Tabel 3.5
Jumlah Desa yang telah Mengakomodasi Usulan Perempuan

NO| KECAMATAN JUMLAH DESA | TAHUN 2025
1.| Dukun 26 0
2.| Balongpanggang 25 1
3.| Panceng 14 14
4.| Benjeng 23 0
5.| Duduksampeyan 23 0
6.| Wringinanom 16 1
7. | Ujungpangkah 13 0
8.| Kedamean 15 0
9.| Sidayu 21 12
10, Manyar 23 3
11| Cerme 25 2
12| Bungah 22 2
13.| Menganti 22 0
14. Kebomas 21 0
15.| Driyorejo 16 0
16.| Gresik 21 1
17.| Sangkapura 17 1
18. Tambak 13 0
Jumlah 356 37

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kecamatan yang

sudah mengakomodasi usulan perempuan melalui musrenbang tahun
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2025 yaitu Kecamatan Balongpanggang sebanyak 1 desa, Kecamatan
Panceng sebanyak 14 desa, Kecamatan Wringinanom sebanyak 1 desa,
Kecamatan Sidayu sebanyak 12 desa, Kecamatan Manyar sebanyak 3
desa, Kecamatan Cerme sebanyak 2 desa, Kecamatan Bungah
sebanyak 2 desa, Kecamatan Gresik sebanyak 1 desa dan Kecamatan

Sangkapura sebanyak 1 desa.

. Indikator yang kedua yaitu Persentase PD yang minimal 30%
kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG).
Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon
terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pada Tahun 2025 terjadi
peningkatan yang pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu
sebesar 95,65% yang berarti bahwa sebanyak 44 dari 46 OPD di
Kabupaten Gresik telah melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan
gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut
pada minimal 30% kegiatannya. Peningkatan yang signifikan ini
didukung salah satunya oleh dokumen perencanaan pembangunan di

kabupaten gresik yang sudah mulai menunjukkan keberpihakan pada GEDSI.

. Indikator yang ketiga yaitu Total Fertility Rate (TFR). Nilai Total Fertility
Rate (TFR) adalah nilai rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita
selama masa usia suburnya yang digunakan sebagai indikator untuk
membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan
pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan
program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk
meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan
kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan
anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR
yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah,
tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial
ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). Sumber data yang
digunakan untuk menghitung capaian indikator TFR Tahun 2025 yaitu
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Aplikasi Siperindu. Nilai TFR tahun 2025 yaitu sebesar 1,92. Nilai TFR
sebesar 1,92 kelahiran berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara

rata-rata mempunyai 1 sampai 2 anak selama masa usia suburnya.

. Indikator yang keempat yaitu Contraceptive Prevalency Rate (CPR). Nilai
Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS
yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan
salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam
persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan
ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai
proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan
yang sangat esensial. Sumber data yang digunakan untuk menghitung
capaian indikator CPR vyaitu Aplikasi SIGA BKKBN. Nilai CPR tahun
2025 mengalami penurunan menjadi 65% jika dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa disebabkan karena masih
ada nilai yang dianut masyarakat yang menghambat kepesertaan KB.
Berdasarkan target tahun 2025 sebesar 70-76% sehingga didapatkan
nilai capaian Indikator CPR sebesar 89,04%. Meskipun nilai CPR
mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun
nilai capaian Indikator CPR tergolong dalam rentang tinggi sehingga

dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

. Indikator yang kelima yaitu Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20
Tahun. Usia Kawin Pertama (UKP) yang berarti juga saat dimulainya
masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan
fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin
panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan,
sehingga nilai UKP dibawah 20 tahun semakin kecil maka semakin baik.
Nilai UKP digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan
untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Persentase UKP dibawah
20 tahun pada tahun 2025 masih menggunakan data realisasi tahun
2024 dikarenakan perhitungan data UKP dibawah 20 tahun pada tahun

2025 masih belum terkumpul sampai dengan laporan ini dibuat.
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Persentase UKP dibawah 20 tahun pada tahun 2024 yaitu sebesar
9,27%.

. Indikator yang keenam yaitu Persentase Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif. Dari 100% target
cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih dalam UPT Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPT PPA) tahun 2025, sebanyak 100% kasus sudah
tertangani yaitu sebanyak 316 kasus telah mendapatkan penanganan
sesuai Standart Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak
295 kasus telah terselesaikan di tahun 2025 sedangkan 21 kasus lainnya
prosesnya masih berlanjut di tahun 2026. Persentase ketercapaian
indikator yang didapatkan yaitu sebesar 100%, nilai capaian tersebut
tergolong dalam rentang sangat tingi sehingga dapat disimpulkan bahwa
target telah tercapai.

Secara rinci data kasus kekerasan terhadap perempuan pada
tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat

Layanan Komprehensif Tahun 2025 di Kabupaten Gresik

No Bulan Tahun 2025
1 Januari 15
2 Februari 30
3 Maret 9
4 April 24
5 Mei 14
6 Juni 38
7 Juli 33
8 Agustus 28
9 September 25

10 Oktober 42

11 Nopember 29

12 Desember 29

Jumlah 316
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Indikator yang ketujuh yaitu Persentase Kasus Anak dalam Situasi
Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif. Hasil persentase kasus
anak dalam situasi khusus yang mendapat layanan komprehensif
ditampilkan dalam tabel 3.10 berikut.

Persentase Anak korban kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam UPT Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPT-PPA) tahun 2025 sebanyak 100% kasus
sudah tertangani vyaitu sebanyak 321 kasus telah mendapatkan
penanganan sesuai Standart Operasional Prosedur yang telah
ditetapkan dengan rincian 302 kasus telah terselesaikan di tahun 2025
sedangkan 19 kasus lainnya dilanjutkan di tahun 2026 dari target
sebesar 100%. Persentase ketercapaian indikator yang didapatkan yaitu
sebesar 100%, nilai capaian tersebut tergolong dalam rentang sangat
tingi sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

Tabel 3.7
Data Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani
Tahun 2025 Kabupaten Gresik

No Bulan T;(;]ZUSn
1 Januari 27
2 Februari 40
3 Maret 18
4 April 15
5 Mei 10
6 Juni 36
7 Juli 26
8 Agustus 34
9 September 26

10 | Oktober 36

11 | Nopember 28

12 Desember 25

Jumlah 321

Indikator yang kedelapan yaitu Tingkat Kematangan Layanan sesuai

Standar SPBE. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap

Akuntabilitas Kinerja 27



LAPORAN KINERJA DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat
kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah. Tingkat kematangan pada kapabilitas proses
terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandardisasi,
terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan tingkat kematangan pada
kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu informasi, interaksi,
transaksi, kolaborasi, dan optimalisasi. Setiap tingkat (level) memiliki
karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan
antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat
(level) yang lebih tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang
lebih rendah.
Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE pada tahun
2025 vyaitu level 2 atau interaksi, yang berarti bahwa Sistem
elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu
memberikan fasilitas yang bersifat interaktif (dua arah) dimana
pengguna SPBE dapat melakukan interaksi dengan sistem
elektronik/sistem aplikasi dan sistem elektronik/sistem aplikasi tersebut
dapat memberikan respon. Sistem elektronik/sistem aplikasi
memberikan fasilitas unduh/unggah informasi atau dokumen dan
fasilitas pencarian informasi kepada pengguna SPBE. Penilaian level 2
didapatkan dari layanan Pengaduan UPT PPA Kab. Gresik yang telah
terpublikasi dan terhubung pada website https://www.gresikkab.go.id/,
sehingga masyarakat umum bisa mengakses layanan Pengaduan UPT
PPA Kab. Gresik melalui website https://www.gresikkab.go.id/ yang
akan terhubung dengan akun whatsapp Pengaduan UPT PPA Kab.
Gresik.
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Gambar 3.1
Menu Sahabat Anak pada Website gresikkab.go.id
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Gambar 3.3
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Selanjutnya evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari sasaran

strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 periode Rencana Strategis
Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

w0 N PE

SASARAN STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2025-2029

Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak;

Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak;
Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan

dalam pembangunan;

5. Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi;

6. Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi

kelompok rentan;

Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan
dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi;

Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap
program pemberdayaan

Terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja utama untuk mengukur capaian

sasaran strategis tahun 2025-2029, realisasi 12 (dua belas) indikator tersebut
dapat dilihat pada table 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya
untuk Periode Renstra 2025-2029

NO SASARAN INKI?II\IKEAI‘?T](KR BASELINE | REALISASI KETERA-
STRATEGIS UTAMA (2024) 2025 NGAN
S Total Fertility 1,02 1,92 N:]IIZ%zaar:a
eningkatkan ; ;
) ) hg . Rate Kelahiran Kelahiran tahun 2024
esehatan Ibu N
Persentase 9.27 9.27* Nllsa;ri(;ZS
dan Anak Usia Kawin Persentase | Persentase q
engan
(%) (%) 2024,
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NO SASARAN INK[I)II\IKEAF\Q-I:&R BASELINE | REALISASI KETERA-
STRATEGIS UTAMA (2024) 2025 NGAN
Pertama Nilai belum
dibawah sama diumumkan
dengan 20
Tahun
Penurunan
Kasus
Perkawinan
Usia Anak 10 11,92
dihitung dari Persentase | Persentase | MENINGKAT
J (%) (%)
pengajuan
dispensasi
kawin
_ Rasio anak
Meningkatkan o
pekerja migran
akses terhadap
yang -
2 | layanan 100 100 Nilai sama
perlindungan mendapatkan Persentase | Persentase dengan
perlindungan (%) (%) tahun 2024
khusus anak
pasca
pemulangan
Persentase
Kasus Anak
dalam Situasi o
100 100 Nilai sama
Khusus yang Persentase | Persentase dengan
Layanan
Komprehensif
Mewujudkan Indeks
Lingkungan Pembangunan
65,72 Skor 76,9 Skor
3 | Keluarga dan Keluarga Indeks Indeks MENINGKAT
Pengasuhan (0-100) (0-100)
Alternatif
Persentase | Persentase
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akses, usulan (%) (%)
partisipasi, perempuan
kontrol dan yang
manfaat diakomodasi
perempuan dalam
dalam perencanaan
pembangunan pembangunan
Persentase
perangkat
daerah yang
minimal 30%
kegiatannya 30,43 95.65
dilenakani Persentase | Persentase | MENINGKAT
grap (%) (%)
dokumen
Analisa
Responsif
Gender
Menurunkan Unmet need
ketimpangan ber-KB 9,18 7,91
kesehatan Persentase | Persentase | MENINGKAT
(%) (%)
reproduksi
] Persentase
Meningkatkan _ _
Usia Kawin
akses terhadap
Pertama
layanan _
) dibawah sama 9 10.6
perlindungan dengan 20 Persentase | Persentase | MENURUN
khusus (%) (%)
] Tahun dari
bagi kelompok
keluarga
rentan o
miskin
Meningkatkan Persentase o
100 100 Nilai sama
akses, kasus Persentase | Persentase dengan
partisipasi, Kekerasan (%) (%) tahun 2024

Akuntabilitas Kinerja -




LAPORAN KINERJA DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

vo | SASARAN | Tknera | PASELNE | REALISASI | KETER
UTAMA
kontrol dan terhadap
manfaat perempuan
perempuan yang
dalam mendapat
pembangunan layanan
dan komprehensif
keberdayaan
multidimensi
Meningkatkan Rasio kepala
akses kepala rumah tangga
rumah tangga perempuan 6.86 8.64
8 | perempuan miskin yang Persentase | Persentase | MENINGKAT
miskin terhadap | mendapatkan (%) (%)
program akses program
pemberdayaan | pemberdayaan

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja utama, terdapat 6 (enam) indikator
dengan realisasi yang rata-rata meningkat, 5 (lima) indikator dengan realisasi
yang sama dengan tahun 2024, dan 1 (satu) indikator dengan realisasi
menurun selama periode renstra tahun 2025-2029. Penjelasan 12 (dua belas)
indikator kinerja utama tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Total Fertility Rate
Data Indikator Total Fertility Rate merupakan data yang diambil dari publikasi
melalui aplikasi SIPERINDU Kementerian Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Kemendukbangga), data yang dipublikasi merupakan realisasi data
tahun 2025 dari hasil Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2025, dimana data
tersebut sama dengan data baseline tahun 2024 yaitu sebesar 1,92 kelahiran
yang berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 1

sampai 2 anak selama masa usia suburnya.

2. Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun
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Data Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun masih
menggunakan realisasi data tahun 2024 dikarenakan data laporan usia nikah
tahun 2025 masih belum terkumpul sampai dengan laporan ini dibuat.
Realisasi indikator Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20
Tahun pada tahun 2024 yaitu sebesar 9,27% yang berarti bahwa terdapat
9,27% perempuan berusia dibawah sama dengan 20 tahun yang menikah
dibandingkan dengan total semua perempuan yang menikah di tahun 2024.

. Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi
kawin

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang
tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Indikator yang ketiga yaitu
Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi
kawin, indikator ini merupakan indikator baru di renstra periode 2025-2029,
Indikator ini mengukur tren atau tingkat pengajuan dispensasi kawin di
pengadilan untuk calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal
perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan. Realisasi indikator
tersebut di tahun 2025 yaitu sebesar 11,92% dan meningkat ,92% dari
baseline tahun 2024 yaitu 10%. Peningkatan tesebut menunjukkan bahwa
terdapat penurunan kasus perkawinan usia anak dihitung dari pengajuan
dispensasi kawin pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024.

. Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca
pemulangan

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang
tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Indikator ini menunjukkan
seberapa besar cakupan layanan perlindungan yang diberikan kepada anak
pekerja migran setelah mereka kembali ke daerah asal. Hingga akhir tahun
2025 belum ada anak pekerja migran yang dipulangkan, namun fasilitas
pendampingan sudah tersedia pada UPT perlindungan perempuan dan anak
(UPT-PPA). Sehingga realisasi indikator ini dianggap 100%.
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5. Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan
Komprehensif
Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan
Komprehensif adalah perbandingan antara jumlah kasus anak dalam situasi
khusus yang menerima layanan penanganan secara menyeluruh sesuai
kebutuhan anak, dengan jumlah seluruh kasus anak dalam situasi khusus
yang dilaporkan pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen.

Anak dalam situasi khusus mengacu pada anak yang menghadapi kondisi
kerentanan atau ancaman serius terhadap keselamatan, perkembangan, dan
kesejahteraannya, antara lain meliputi:

- Anak korban kekerasan fisik, psikis, atau seksual,

- Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH),

- Anak korban perdagangan orang,

- Anak korban bencana atau konflik,

- Anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan
peraturan terkait.

Layanan komprehensif mencakup paling sedikit tiga dari lima kategori layanan
utama, yaitu:

e Layanan medis/kesehatan,

e Layanan psikologis/psikososial,

e Pendampingan hukum dan bantuan hukum,

e Penyediaan shelter/rumah aman,

e Layanan reintegrasi sosial dan/atau ekonomi.

Persentase Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih dalam UPT Perlindungan Perempuan dan
Anak (UPT-PPA) tahun 2025 sebanyak 100% kasus sudah tertangani yaitu
sebanyak 321 kasus telah mendapatkan penanganan sesuai Standart
Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dengan rincian 302 kasus telah
terselesaikan di tahun 2025 sedangkan 19 kasus lainnya dilanjutkan di tahun

2026. Realisasi di tahun 2025 sebesar 100% sama dengan baseline tahun
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2024 yang juga sebesar 100% yang berarti bahwa semua kasus anak korban
kekerasan yang dilaporkan telah tertangani.

. Indeks Pembangunan Keluarga

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang
tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Indeks Pembangunan
Keluarga (iBangga) adalah ukuran capaian pembangunan keluarga yang
ditunjukkan melalui tiga dimensi utama, yaitu ketentraman, kemandirian, dan
kebahagiaan keluarga, yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga
dalam mewujudkan kualitas hidup yang baik. Indeks ini digunakan untuk
mengklasifikasikan status pembangunan keluarga menjadi tiga kategori:
tangguh, berkembang, atau rentan. Pengukuran iBangga bertujuan untuk
mengetahui kondisi kualitas keluarga di suatu wilayah, mengidentifikasi
permasalahan yang dihadapi keluarga, serta menjadi dasar penyusunan
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan keluarga.

Indikator ini  diambil melalui Publikasi di aplikasi SIPERINDU
Kemendukbangga, data yang digunakan merupakan data realisasi tahun 2025
yaitu sebesar 76,9 skor indeks yang termasuk dalam kategori iBangga tinggi
yang menunjukkan keluarga dalam dalam kondisi tangguh, mampu memenubhi
fungsi dan perannya secara optimal.

. Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan
pembangunan

Rasio Realisasi Usulan Perempuan yang Diakomodasi dalam Perencanaan
Pembangunan adalah persentase usulan kegiatan atau program yang
disampaikan oleh perempuan melalui mekanisme partisipasi masyarakat
(misalnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang, forum
konsultasi publik, atau kanal resmi pengusulan) yang tercantum dalam
dokumen perencanaan pembangunan daerah, dibandingkan dengan total
usulan yang diajukan oleh perempuan pada periode tertentu. Usulan
perempuan yang dimaksud mencakup aspirasi, ide, atau kebutuhan yang
diidentifikasi, dirumuskan, dan diajukan oleh perempuan secara individu atau

kolektif, yang relevan dengan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan
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infrastruktur di wilayahnya. Realisasi usulan perempuan tahun 2025 dapat
dilihat pada table 3.9 berikut.

Tabel 3.9

Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang,

Musrenbangdes dan Forum OPD

No

Usulan

Sudah
Diakomodasi

Belum
Diakomodasi

(1)

(2)

@)

(4)

Pelaksanaan sosialisasi mengenai
perlindungan dan hak-hak perempuan dan
anak dengan melibatkan tokoh masyarakat
setempat

\/

Mendorong partisipasi politik pada perempuan
di desa, khususnya perempuan akar

rumput, antara lain dengan pendidikan politik
bagi perempuan serta peningkatan softskill dan
hard-skill yang dibutuhkan

Mengembangkan Infrastruktur Ramah
Disabilitas di seluruh kantor pemerintahan dan
fasilitas umum, termasuk kantor pemerintahan
dan fasilitas umum di desa, termasuk juga
infrastruktur yang ramah Lansia

Meningkatkan perlindungan perempuan di
tempat kerja, baik dalam perlindungan

hukum maupun fasilitas keamanan dan
infrastruktur yang responsif gender, termasuk
penyediaan ruang laktasi dan tempat penitipan
anak untuk bayi dan anak-anak

Melanjutkan program/kegiatan Sekolah
Perempuan di desa

Kemitraan dengan organisasi masyarakat
dilakukan untuk memperkuat perlindungan bagi
penduduk sementara yang tidak memperoleh
layanan berbasis status kependudukan

Menjadikan Desa Ramah Perempuan dan
Anak di semua desa, mengembangkan
Program JaketKu untuk memastikan akses
terhadap pendidikan dan pekerjaan layak bagi
semua orang terutama bagi anak usia sekolah
dan perempuan akar rumput

Ada pelatihan keterampilan untuk pelaku
UMKM agar nantinya bisa membantu
perempuan dalam perekonomian keluarga

Diselenggarakan pasar kios di desa, agar para
perempuan melalui umkm lokal dapat mandiri
secara ekonomi

10

Pelaksanaan layanan kesehatan untuk ibu
hamil dan anak di desa, seperti kelas ibu hamil
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Sudah Belum

No Usulan Diakomodasi | Diakomodasi

Pelaksanaan pelatihan tentang Digital

11 | Marketing bagi perempuan di desa khususnya \
untuk perempuan pelaku UMKM
Jumlah 8 3

Berdasarkan tabel tersebut rasio realisasi usulan perempuan yang
diakomodasi dalam perencanaan pembangunan tahun 2025 yaitu sebesar
72,73% meningkat dari baseline tahun 2024 sebesar 40%. Peningkatan ini
menunjukkan tingginya tingkat akomodasi usulan perempuan dalam
perencanaan, mengindikasikan perencanaan pembangunan yang responsif
gender.

. Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi
dokumen Analisa Responsif Gender.

Persentase Perangkat Daerah yang Minimal 30% Kegiatannya Dilengkapi
Dokumen Analisis Responsif Gender adalah perbandingan antara jumlah
perangkat daerah yang pada periode pengukuran memiliki sedikitnya 30%
dari total kegiatannya dilengkapi dengan Dokumen Analisis Gender (Gender
Analysis Pathway/GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), dengan jumlah
seluruh perangkat daerah, dinyatakan dalam persen. Analisis Responsif
Gender bertujuan memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan
penganggaran program/kegiatan mempertimbangkan kebutuhan,
pengalaman, dan kepentingan perempuan dan laki-laki secara adil. Realisasi
pada tahun 2025 sebesar 95,65% yang berarti bahwa sebanyak 44 OPD di
Kabupaten Gresik telah melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender
dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut pada minimal
30% kegiatannya, realisasi tersebut meningkat dibandingkan dengan baseline
tahun 2024 yaitu sebesar 30,43%.

. Unmet need ber-KB

Unmet Need adalah persentase perempuan kawin usia 15-49 tahun yang
tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda kelahiran berikutnya, namun
tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Indikator ini digunakan

untuk menilai sejauh mana kebutuhan ber-KB sudah terpenuhi di suatu
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wilayah. Nilai unmet need tahun 2025 sebesar 7,91%, nilai ini mengalami
peningkatan dibandingkan dengan baseline tahun 2024 yaitu sebesar 9,18%.
Semakin rendah unmet need menunjukkan bahwa akses dan pemanfaatan
kontrasepsi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

10.Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari
keluarga miskin
Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang
tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Usia Kawin Pertama < 20
Tahun pada Keluarga Miskin adalah persentase calon pengantin (catin) dari
keluarga miskin yang menikah pertama kali pada usia 20 tahun atau lebih
muda dibandingkan dengan seluruh calon pengantin dari keluarga miskin
pada periode tertentu. Keluarga miskin dalam indikator ini adalah keluarga
yang terdaftar dalam desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial — Ekstrem
Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial, sedangkan data calon pengantin
diambil dari aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) BKKBN. Nilai
presentase usia kawin pertama dibawah sama dengan 20 tahun dari keluarga
miskin tahun 2025 sebesar 10,6%. Nilai ini menurun dibandingkan dengan
baseline tahun 2024 yaitu sebesar 9%. Penurunan ini menunjukkan bahwa
tingginya prevalensi perkawinan usia dini pada keluarga miskin, yang
berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan dan kerentanan sosial.

11.Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan
komprehensif
Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan
Komprehensif adalah perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap
perempuan yang ditangani dengan pemberian layanan secara menyeluruh
sesuai kebutuhan korban, dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap
perempuan yang dilaporkan pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen.
Layanan komprehensif dalam indikator ini mencakup, tapi tidak terbatas pada:
e Layanan medis/kesehatan,
e Layanan psikologis/psikososial,
e Pendampingan hukum dan bantuan hukum,

e Penyediaan shelter/rumah aman,
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e Layanan reintegrasi sosial dan/atau ekonomi
Data persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat
layanan komprehensif sebanyak 100% kasus sudah tertangani yaitu sebanyak
316 kasus telah mendapatkan penanganan sesuai Standart Operasional
Prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 295 kasus telah terselesaikan di
tahun 2025 sedangkan 21 kasus lainnya prosesnya masih berlanjut di tahun
2026. Realisasi data persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang
mendapat layanan komprehensif tahun 2025 sama dengan baseline tahun
2024 yaitu sebesar 100%.

12.Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses
program pemberdayaan
Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang
tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Rasio Kepala Rumah Tangga
Perempuan Miskin yang Mendapatkan Akses Program Pemberdayaan adalah
persentase kepala rumah tangga perempuan yang berasal dari keluarga
miskin dan menerima minimal satu bentuk intervensi atau fasilitas dari
program pemberdayaan ekonomi, sosial, atau keterampilan pada periode
tertentu dibandingkan dengan total kepala rumah tangga perempuan miskin.
Kepala rumah tangga perempuan miskin dalam indikator ini merujuk pada
perempuan yang berperan sebagai penanggung jawab utama rumah tangga
dan terdaftar dalam Desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial — Ekstrem
Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Program pemberdayaan meliputi,
namun tidak terbatas pada bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan,
akses pemasaran, fasilitasi usaha, pendidikan literasi keuangan, atau program
peningkatan kapasitas lainnya yang bertujuan mengurangi kerentanan dan
meningkatkan kemandirian ekonomi. Rasio Kepala Rumah Tangga
Perempuan Miskin yang Mendapatkan Akses Program Pemberdayaan tahun
2025 sebanyak 8,64% dan nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan baseline
tahun 2024 sebesar 6,86%. Nilai yang tinggi menunjukkan semakin banyak
kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapat akses program

pemberdayaan, mengindikasikan jangkauan program yang baik.
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Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gresik
tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2026 Secara rinci dapat dilihat pada

Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir

Rencana Strategis untuk Periode Renstra Tahun 2021-2026

NG | SASARAN INDIKATOR | TARGET | REALISA- | TINGKAT
STRATEGIS | KINERJA UTAMA 2026 S1 2025 KEMAJUAN
Meningkatkan | Persentase desa
kualitas dan yang telah , 10% 10,39% +
mengakomodasi

aksesibilitas usulan perempuan

pelayanan Persentase PD

1. y yang minimal 30%

dasar secara | kegiatannya

inklusif dan | dilengkapi 30% 95,65% +
dokumen Analisa

berkeadilan Responsif Gender

gender (ARG)

Peningkatan Total Fertility Rate 1,9-2% 1,9_2 _
(TFR) kelahiran

Peran dan -
Contraceptive

Fungsi Prevalency Rate 70-76% 65% -

Keluarga (CPR)

dalam

Pembangu-

2. | nan Daerah,

Inisiasi Nilai- | persentase Usia

Nilai Luhur Kawin Pertama 12,15% 9,27*% +
dibawah 20 Tahun

Budaya

Gresik dan

Pembinaan

Karakter

Mewujudkan | Persentase Kasus
Kekerasan

3. | Layanan terhadap 100% 100% =
Komprehensif | Pérempuan yang

Mendapat
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TARGET

NO SASARAN INDIKATOR AKHIR REALISA- TINGKAT
STRATEGIS | KINERJA UTAMA 2026 S1 2025 KEMAJUAN
untuk Kasus Layanan
Komprehensif
Kekerasan
Persentase Kasus
Berbasis Anak dalam
Genderdan | S'uasi Khusus 100% 100% -
yang Mendapat
Anak Yang Layanan
Memerlukan Kpmprehensﬁ
' Tingkat
Perlindungan E;r/r;?]?r?iiguai Level 3 Level 2 -
Khusus Standar SPBE

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat dilihat bahwa terdapat 3 indikator
dengan kategori meningkat yaitu indikator Persentase desa yang telah
mengakomodasi usulan perempuan, Persentase PD yang minimal 30%
kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG), dan
Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun. Terdapat 3 indikator
dengan kategori tetap yaitu Total Fertility Rate (TFR), Persentase Kasus
Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif
dan Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat
Layanan Komprehensif, sedangkan indikator dengan kategori menurun ada
3 yaitu Contraceptive Prevalency Rate (CPR) dan Tingkat Kematangan

Layanan sesuai Standar SPBE.

Selanjutnya merupakan perbandingan realisasi kinerja Dinas
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Gresik tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2029 pada periode
Renstra Tahun 2025-2029. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.11

berikut.
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Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir
Rencana Strategis untuk Periode Renstra Tahun 2025-2029

INDIKATOR

TARGET

SASARAN REALISASI | TINGKAT
NO KINERJA AKHIR
STRATEGIS UTAMA 2029 2025 KEMAJUAN
Total Fertility 1,922 1,92 .
Rate Kelahiran Kelahiran
_ Persentase
Meningkatkan _ _
Usia Kawin
1 Kesehatan Ibu
Pertama 8,27 9,27*
dan Anak dibawah sama | Persentase | Persentase -
(%) (%)
dengan 20
Tahun
Penurunan
Kasus
Perkawinan
Usia Anak 5,6 11,92
dinituna dari Persentase | Persentase +
J (%) (%)
pengajuan
dispensasi
kawin
_ Rasio anak
Meningkatkan o
pekerja migran
akses terhadap
yang
2 | layanan 100 100
perlindungan mendapatkan | persentase | Persentase =
perlindungan (%) (%)
khusus anak
pasca
pemulangan
Persentase
Kasus Anak
dalam Situasi
100 100
Khusus yang Persentase | Persentase =
Mendapat (%) (%)
Layanan
Komprehensif
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NO SASARAN INK[I)II\IKEAF\Q-I:]%R TAAKRSIET REALISASI TINGKAT
STRATEGIS UTAMA 2029 2025 KEMAJUAN
Mewujudkan Indeks
Lingkungan Pembangunan
71,72 Skor 76,9 Skor
3 | Keluarga dan Keluarga Indeks Indeks +
Pengasuhan (0-100) (0-100)
Alternatif
Rasio realisasi
usulan
perempuan
yang 40 72,73
diakomodasi Persentase | Persentase +
(%) (%)
Meningkatkan dalam
akses, perencanaan
partisipasi, pembangunan
4 kontrol dan Persentase
manfaat perangkat
perempuan daerah yang
dalam minimal 30%
pembangunan kegiatannya 100 95.65
dilenakani Persentase | Persentase -
dap (%) (%)
dokumen
Analisa
Responsif
Gender
Menurunkan Unmet need
ketimpangan ber-KB 9,12 7,91
5 kesehatan Persentase | Persentase +
(%) (%)
reproduksi
Meningkatkan Persentase
akses terhadap | Usia Kawin
8 10.6
6 | layanan Pertama Persentase | Persentase -
perlindungan dibawah sama (%) (%)

khusus

dengan 20
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vo | SAARAN | Tkemia | iR | REAUSAS TheT
UTAMA 2029
bagi kelompok | Tahun dari
rentan keluarga
miskin
Meningkatkan Persentase
akses, kasus
partisipasi, Kekerasan
kontrol dan terhadap
manfaat perempuan
100 100
7 | perempuan yang Persentase | Persentase =
dalam mendapat (%) (%)
pembangunan layanan
dan komprehensif
keberdayaan
multidimensi
Meningkatkan Rasio kepala
akses kepala rumah tangga
rumah tangga perempuan 6.86 8.64
8 | perempuan miskin yang Persentase | Persentase +
miskin terhadap | mendapatkan (%) (%)
program akses program
pemberdayaan | pemberdayaan

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa terdapat 6 indikator
dengan kategori meningkat yaitu Total Fertility Rate, Penurunan Kasus
Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin, Indeks
Pembangunan Keluarga, Rasio realisasi usulan perempuan yang
diakomodasi dalam perencanaan pembangunan, Unmet need ber-KB dan
Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses
program pemberdayaan. Terdapat 3 indikator dengan kategori tetap yaitu
Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca
pemulangan, Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat

Layanan Komprehensif, Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan
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yang mendapat layanan komprehensif, sedangkan indikator dengan kategori

menurun ada 3 yaitu Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan

20 Tahun, Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya

dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender, Persentase Usia Kawin

Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin.

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional / Provinsi
Jawa Timur / Kab. Kota Lain untuk periode Renstra Tahun 2021-2026

SASARAN INDIKATOR NASIONAL / PROV. PERANG- LEBIH
NO STRATEGIS KINERJA JATIM / KAB. KOTA KAT RENDAH /
UTAMA LAIN DAERAH LEBIH TINGGI
Persentase
Meningkatkan | desa yang telah .
kualitas d mengakomo- Egﬁ(ﬁg?nggug‘iﬁg 10,39% Nihil
ualitas dan dasi usulan yang
aksesibilitas perempuan
pelayanan Persentla_se PD
1. yang minimal
dasar secara 30%
. . kegiatannya :
inklusifdan | qiiohgkapi Egﬁ(ﬁgf”gg“’gﬁg 95,65% Nihil
berkeadilan dokumen yang
Analisa
gender Responsif
Gender (ARG)
Peningkatan Total Fertility Lebih tinggi
Peran dan Rate (TFR) dibandingkan
Nasional : 2,12 capaian
Fungsi Prov. Jawa Timur : 1,96 nasional dan
Keluaraa Kota Surabaya : 1,65 1,92 provinsi jawa
9 Kota Mojokerto : 1,84 kelahiran timur, namun
dalam Kab. Lamongan : 1,82 lebih rendah
Kab. Sidoarjo : 1,81 dibandingkan
Pembangu- .
capaian kab/
2. | nan Daerah, kota terdekat
U Contraceptive :
Inisiasi Nilai Prevalency Rate i‘l;llgilggfngr?ugzﬁg 65% Nihil
Nilai Luhur (CPR) yang
Budaya Gresik _
Persentase Usia
dan Kawin Pertama | Tidak menggunakan 9.27%0 Nihil
Pembinaan dibawah 20 indikator yang sama ’
Tahun
Karakter
3. | Mewujudkan Persentase Tidak menggunakan 100% Nihil
Kasus indikator yang sama
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Layanan Kekerasan
. terhadap
Komprehensif Perempuan
untuk Kasus yang Mendapat
Kekerasan Layanan
Komprehensif
Berbasis Persentase
Gender dan Kasus A_nak .
dalam Situasi Tidak menggunakan
Anak Yang Khusus yang indik 99 100% Nihil
Mendapat indikator yang sama
Memerlukan
Layanan
Perlindungan Komprehensif
Tingkat
Khusus Kematangan Tidak menggunakan .
N Level 2 Nihil
Layanan sesuai | indikator yang sama
Standar SPBE

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional / Provinsi
Jawa Timur / Kab. Kota Lain untuk periode Renstra Tahun 2025-2029

Total Fertility Lebih tinggi
Rate dibandingkan
Nasional : 2,12 capaian
Prov. Jawa Timur : 1,96 nasional dan
Kota Surabaya : 1,65 1,92 provinsi jawa
Kota Mojokerto : 1,84 Kelahiran timur, namun
Kab. Lamongan : 1,82 lebih rendah
Meningkatkan Kab. Sidoarjo : 1,81 dibandingkan
capaian kab/
1 | Kesehatan Ibu kota terdekat
dan Anak Persentase
Usia Kawin
*
pertama Tidak menggunakan Peri’ezgtase Nihil
dibawah indikator yang sama (%)
sama dengan
20 Tahun
Meningkatkan | Penurunan . 11,92
2 ’ Tidak menggunakan Persentase Nihil
akses Kasus indikator yang sama (%)
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terhadap Perkawinan
layanan Usia Anak
perlindungan dihitung dari
khusus anak pengajuan
dispensasi
kawin
Rasio anak
pekerja
migran yang
Tidak menggunakan 100
mendapatkan . Persentase Nihil
) indikator yang sama o
perlindungan (%)
pasca
pemulangan
Persentase
Kasus Anak
dalam Situasi
Khusus yang Tidak menggunakan 100 .
o Persentase Nihil
Mendapat indikator yang sama (%)
Layanan
Komprehensi
f
Indeks Lebih tinggi
Pembanauna dbandingkan
9 capaian
Mewujudkan n Keluarga nasional,prov
) Nasional : 67,3 . Jawa timur,
Lingkungan Prov. Jawa Timur : 67,3 6.9 Skor kota
Keluarga dan Kota Surabaya : 71,6 Indeks Surabaya,
Kota Mojokerto : 83,2 (0-100) kab.
Pengasuhan Kab. Lamongan: 70 Lamongan,
Alternatif Kab. Sidoarjo : 76,3 kab. sidoarjo
tapi lebih
rendah dari
capaian kota
Mojokerto
Meningkatkan Rasio Tidak menggunakan 72,73 Nihil
indikator yang sama Persentase
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akses, realisasi (%)
partisipasi, usulan
kontrol dan perempuan
manfaat yang
perempuan diakomodasi
dalam dalam
pembangunan | perencanaan
pembanguna
n
Persentase
perangkat
daerah yang
minimal 30%
kegiatannya . 95.65
Tidak menggunakan -
dilengkapi indikator yang sama Pers(oe/:)tase Nihil
dokumen
Analisa
Responsif
Gender
Unmet need Lebih tinggi
dari capaian
ber-KB nasional,
prov. Jawa
Menurunkan Nasional : 13,4% timur, kota
ketimpanaan Prov. Jawa Timur : 8,8% 791 Surabaya,
pang Kota Surabaya : 13,2% Perséntase kab.
kesehatan Kota Mojokerto : 6,5% (%) Lamongan,
reproduksi Kab. Lamongan : 12,1% . Kab.

P Kab. Sidoarjo : 9,9% Sidoarjo, tapi
lebih rendah
dari capaian

Kota
Mojokerto
Meningkatkan | Persentase 106
akses Usia Kawin Tidak menggunakan | oo oniage Nihil
indikator yang sama o
terhadap Pertama (%)
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layanan
perlindungan
khusus

bagi kelompok

dibawah
sama dengan
20 Tahun

dari keluarga

rentan miskin
Meningkatkan | Persentase
akses, kasus
partisipasi, Kekerasan
kontrol dan terhadap
manfaat perempuan
Tidak menggunakan 100 I
perempuan yang - Persentase Nihil
indikator yang sama o
dalam mendapat (%)
pembangunan | layanan
dan komprehensif
keberdayaan
multidimensi
Rasio kepala

Meningkatkan | rumah
akses kepala tangga
rumah tangga | perempuan
perempuan miskin yang Tidak menggunakan 8.64

_ o Persentase Nihil
miskin mendapatkan indikator yang sama (%)
terhadap akses
program program
pemberdayaan | pemberdaya

an

Keterangan : (*) Data Tahun 2024
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Tabel 3.14
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan untuk periode Renstra
Tahun 2021-2026

ANALISIS
SASARAN INDIKATOR
NO KEBERHASILAN SOLUSI
STRATEGIS KINERJA UTAMA IKEGAGALAN
Persentase desa Faktor penunjang :
yang telah Dokumen perencanaan
mengakomodasi pembangunan di
usulan perempuan kabupaten gresik sudah Nihil
Meningkatkan mulai menunjukkan
kualitas dan keberpihakan pada
aksesibilitas GEDSI
1. | pelayanan dasar | Persentase PD yang | Faktor penunjang : Ada
secara inklusif minimal 30% upaya afirmatif untuk
dan berkeadilan kegiatannya pendampingan yang aktif
gender dilengkapi dokumen | dari tim pokja PUG dan Nihil
Analisa Responsif PPRG untuk
Gender (ARG) mendampingi
penyusunan dokumen di
semua OPD
Total Fertility Rate Faktor penunjang :
(TFR) ada anggaran DAK yang -
II7 Nihil
membiayai seluruh
kegiatan KB
Contraceptive Faktor penghambat : Akan
: Prevalency Rate masih ada nilai yang ditingkatkan
Peningkatan . | (CPR) dianut masyarakat yang | edukasi dan
Peran dan Fungsi hambat [OMOSi
Keluarga dalam Lneng amba P
Pembangu-nan epesertaan KB penggunaan
L alat
2. | Daerah, Inisiasi . .
Nilai-Nilai Luhur ontrasepsi
. dalam
Budaya Gresik
dan Pembinaan Eelr encanaag
Karakter €luarga pada
pasangan usia
subur
Persentase Usia Faktor penunjang : Nihil
Kawin Pertama ada kegiatan
dibawah 20 Tahun pendampingan keluarga
dan aplikasi elsimil
Mewujudkan Persentase Kasus Faktor penunjang : Nihil
Layanan Kekerasan terhadap | Terdapat UPT
Komprehensif Perempuan yang Perlindungan
untuk Kasus Mendapat Perempuan dan Anak
3. | Kekerasan Layanan yang telah menyediakan
Berbasis Komprehensif layanan secara
Gender dan Anak komprehensif, dibiayai
Yang secara berkelanjutan
Memerlukan serta diperlengkapi
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ANALISIS
SASARAN INDIKATOR
NO KEBERHASILAN SOLUSI
STRATEGIS KINERJA UTAMA IKEGAGALAN
Perlindungan dengan SDM dengan
Khusus kuantitas dan kualitas
yang memadai
Persentase Kasus Faktor penunjang : Nihil
Anak dalam Situasi | Terdapat UPT
Khusus yang Perlindungan
Mendapat Perempuan dan Anak
Layanan yang telah menyediakan
Komprehensif layanan secara
komprehensif, dibiayai
secara berkelanjutan
serta diperlengkapi
dengan SDM dengan
kuantitas dan kualitas
yang memadai
Tingkat Kematangan | Faktor penunjang : Nihil
Layanan sesuai Ada fasilitasi dan
Standar SPBE dukungan dari
Diskominfo
Tabel 3.15
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan untuk periode Renstra
Tahun 2025-2029
ANALISIS
SASARAN INDIKATOR
NO KEBERHASILAN SOLUSI
STRATEGIS KINERJA UTAMA IKEGAGALAN
Total Fertility Rate | Faktor penunjang : Nihil
ada anggaran DAK yang
Meningkatkan r}?smbiayai seluruh kegiatan
1 ggrs]?:;in lbu Persentase Usia Faktor penunjang : Nihil
Kawin Pertama ada kegiatan
dibawah sama pendampingan keluarga
dengan 20 Tahun | dan aplikasi elsimil
Penurunan Kasus | Faktor penunjang : Nihil
Perkawinan Usia ada kegiatan
Anak dihitung dari | pendampingan keluarga
: pengajuan dan aplikasi elsimil
gﬂkirggggﬁgggp dispensasi kawin
2 | layanan Rgsio anak pekerja | Faktor penunj_ang ; Nihil
perlindungan migran yang Ada UPT Perlindungan
Kkhusus anak mendapatkan Perempuan dan Anak yang
perlindungan berjalan dengan baik
pasca pemulangan
Persentase Kasus | Faktor penunjang : Nihil
Anak dalam Situasi | Terdapat UPT Perlindungan
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ANALISIS
SASARAN INDIKATOR
NO KEBERHASILAN SOLUSI
STRATEGIS KINERJA UTAMA IKEGAGALAN
Khusus yang Perempuan dan Anak yang
Mendapat Layanan | telah menyediakan layanan
Komprehensif secara komprehensif,
dibiayai secara
berkelanjutan serta
diperlengkapi dengan SDM
dengan kuantitas dan
kualitas yang memadai
Mewujudkan Indeks Faktor penunjang :
Lingkungan Pembangunan Adanya penyelenggaraan
3 | Keluarga dan Keluarga program tribina dan Nihil
Pengasuhan kampung KB di setiap desa
Alternatif
Rasio realisasi Faktor penunjang : Nihil
usulan perempuan | Dokumen perencanaan
. yang diakomodasi | pembangunan di kabupaten
g/lkesnelggkatkan dalam gresik sudah mulai
artisi’ asi perencanaan menunjukkan keberpihakan
P pasi, pembangunan pada GEDSI
kontrol dan . P
4 Persentase Faktor penunjang : Nihil
manfaat . .
perangkat daerah | Ada upaya afirmatif untuk
perempuan e 0 . iif
dalam yang minimal 30% pendgmplngan yang akti
kegiatannya dari tim pokja pug dan pprg
pembangunan : ; 2
dilengkapi untuk mendampingi
dokumen Analisa penyusunan dokumen di
Responsif Gender | semua OPD
Menurunkan Unmet need ber- Faktor penunjang :
ketimpangan KB ada anggaran DAK yang i
5 99 . Nihil
kesehatan membiayai seluruh kegiatan
reproduksi KB
Persentase Usia Faktor penghambat:
Meningkatkan Kawin Pertama belum ada kegiatan yang akan diadakan
akses terhadap | dibawah sama secara khusus menyasar Keai
egiatan yang
layanan dengan 20 Tahun | pada keluarga
) ) : terpadu dan
6 | perlindungan dari keluarga berpenghasilan rendah .
L . komprehensif
khusus miskin yang lebih rentan untuk
. : serta
bagi kelompok melakukan perkawinan b
. s ersasaran
rentan dibawah usia ideal atau
bahkan usia anak
Meningkatkan Persentase kasus | Faktor penunjang : Nihil
akses, Kekerasan Terdapat UPT Perlindungan
partisipasi, terhadap Perempuan dan Anak yang
kontrol dan perempuan yang telah menyediakan layanan
7 manfaat mendapat layanan | secara komprehensif,
perempuan komprehensif dibiayai secara
dalam berkelanjutan serta
pembangunan diperlengkapi dengan SDM
dan dengan kuantitas dan
keberdayaan kualitas yang memadai
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ANALISIS
SASARAN INDIKATOR
NO KEBERHASILAN SOLUSI
STRATEGIS KINERJA UTAMA IKEGAGALAN
multidimensi
Meningkatkan Rasio kepala Faktor penunjang : Nihil
akses kepala rumah tangga Ada evaluasi dan
rumah tangga perempuan miskin | pendampingan
8 | perempuan yang mendapatkan | keberlanjutan program
miskin terhadap | akses program
program pemberdayaan
pemberdayaan

C. Realisasi Anggaran

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari
dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, yang termuat
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya
diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan
antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam
persentase realisasi. Pada tahun 2025, anggaran Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Gresik Rp. 22.453.100.650,75,- vyang
direalisasikan sebesar Rp. 20.317.055.975,70,- atau 90,49%. Adapun

rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin

Kabupaten sebesar

dicapai Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai
berikut:
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Tabel 3.16

Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan untuk periode
Renstra Tahun 2021-2026

NO SASARAN INDIKATOR ALOKA- PAGU ANGGARAN REALISASI PAPBD CAPAI-
STRATEGIS KINERJA UTAMA Sl PAPBD AN
Meningkatkan Persentase desa
. yang telah
kualitas dan . 0,84% Rp. 189.450.499 Rp. 166.315.500 87,79%
mengakomo-dasi
aksesibilitas usulan perempuan
Persentase PD
1. pelayanan dasar yang minimal 30%
secara inklusif kegiatannya ) )
dan berkeadiian | dilengkapi dokumen | - 0.80% Rp. 179.994.420 Rp. 158.751.945 88,20%
Analisa Responsif
gender Gender (ARG)
Peningkatan (TToéaR')Fe”'"ty Rate 2,53% Rp. 567.600.000 Rp. 514.638.052 90,67%
Peran dan Fungsi -
Contraceptive
Keluarga dalam Prevalency Rate 18,12% Rp. 4.067.581.000 Rp. 3.135.440.824 77,08%
Pembangu-nan (CPR)
2. Daerah, Inisiasi
Nilai-Nilai Luhur Persentase Usia
Budaya Gresik Kawin Pertama 41,95% Rp. 9.418.339.000 Rp. 9.255.758.538 98,27%
) dibawah 20 Tahun
dan Pembinaan
Karakter
M udk Persentase Kasus
ewujudkan Kekerasan terhadap
Layanan fﬂirﬁd”;%‘;?” yang 1,88% Rp. 421.368.252 Rp. 395.640.524 93,89%
Komprehensif Layanan
untuk Kasus Komprehensif
Kekerasan Persentase Kasus
3. Anak dalam Situasi
Berbasis Khusus yang 2,81% Rp. 631.749.210 Rp. 512.215.429 81,08%
Mendapat
Gender dan Anak
Layanan
Yang Memerlukan | Komprehensif
Perlindungan lgg;?;ngan
0, 0,
Khusus Layanan sesuai 31,07% Rp. 6.977.018.270 Rp. 6.178.295.164 88,55%
Standar SPBE
Rp. 20.317.055.975,70 | 90,49%

Rp. 22.453.100.650,75

Dari 8 (delapan) indikator Kinerja Utama, terdapat 3 (tiga) IKU dengan

realisasi anggaran kategori Sangat Tinggi dan 5 (lima) IKU dengan realisasi

anggaran kategori Tinggi.
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Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan untuk periode Renstra

Tabel 3.17

Tahun 2025-2029

NO SASARAN INDIKATOR ALOKA- PAGU ANGGARAN REALISASI PAPBD CAPAI-
STRATEGIS KINERJA UTAMA Sl PAPBD AN
Total Fertility Rate 40,13% | Rp.9.010.808.770,48 Rp. 7.746.015.575,70 85,96%
. ’%ﬂe“'”hgﬁatk%” Persentase Usia
esehatan lbu i
dan Anak fawin Pertama 11,39% | Rp.2556.510.950,00 | Rp.2.420.110.02450 | 94,66%
dengan 20 Tahun
Penurunan Kasus
Perkawinan Usia
Anak dihitung dari 11,12% Rp. 2.497.859.086,67 Rp. 2.449.284.980,83 98,06%
pengajuan
dispensasi kawin
Meningkatkan Rasio anak pekerja
akses terhadap migran yang
2 layanan mendapatkan 0,64% Rp. 143.274.336,67 Rp. 135.345.346,33 94,47%
perlindungan perlindungan pasca
khusus anak pemulangan
Persentase Kasus
Anak dalam Situasi
Khusus yang 0,64% Rp. 143.274.336,67 Rp. 135.345.346,33 94,47%
Mendapat Layanan
Komprehensif
Mewujudkan Indeks
Lingkungan Pembangunan
3 Keluarga dan Keluarga 11,29% Rp. 2.534.579.169,68 Rp. 2.472.691.579,50 97,56%
Pengasuhan
Alternatif
Rasio realisasi
usulan perempuan
ﬁang diakomodasi 0,28% Rp. 63.150.166,17 Rp. 55.438.500,00 87,79%
. alam
Meningkatkan
... | perencanaan
akses, patrtisipasi, pembangunan
4 kontrol dan Persentase
manfaat
perempuan dalam perangka_t daeragl
pembangunan yang minimal 30%
kegiatannya 0,28% Rp. 63.150.166,17 Rp. 55.438.500,00 87,79%
dilengkapi dokumen
Analisa Responsif
Gender
Menurunkan Unmet need ber-KB
5 'Ize“mpa”ga” 11,59% | Rp. 2.601.390.500,00 Rp. 2.082.358.464,00 | 80,05%
esehatan
reproduksi
Meningkatkan Persentase Usia
akses terhadap Kawin Pertama
layanan dibawah sama
6 perlindungan dengan 20 Tahun 10,49% Rp. 2.354.584.750,00 Rp. 2.313.939.634,50 98,27%
khusus dari keluarga miskin
bagi kelompok
rentan
Meningkatkan Persentase kasus
7 | akses, partisipasi, | Kekerasan terhadap | gao, Rp. 421.368.252,09 Rp. 395.640.524,00 93,89%
kontrol dan perempuan yang
manfaat mendapat layanan
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NO SASARAN INDIKATOR ALOKA- PAGU ANGGARAN REALISASI PAPBD CAPAI-
STRATEGIS KINERJA UTAMA Sl PAPBD AN
perempuan dalam | komprehensif
pembangunan
dan keberdayaan
multidimensi
Meningkatkan Rasio kepala rumah
akses kepala tangga perempuan
rumah tangga miskin yang
8 perempuan mendapatkan akses 0,28% Rp. 63.150.166,17 Rp. 55.438.500,00 87,79%
miskin terhadap program
program pemberdayaan
pemberdayaan
Rp22.453.100.650,75 Rp. 20.317.055.975,70 90,49%

Dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama, terdapat 7 (tujuh) Indikator
Kinerja Utama dengan realisasi anggaran kategori Sangat Tinggi dan 5
(lima) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi anggaran kategori Tinggi.

Pada tahun 2025 capaian kinerja terhadap Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Gresik menunjukkan hasil yang signifikan yaitu sebesar 90,49% yang
termasuk dalam kategori Predikat Kinerja Sangat Tinggi. Tingkat efisiensi
penggunaan sumberdaya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri
Republik 214/PMK.02/2017 Tentang

Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana

Keuangan Indonesia  Nomor
Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dengan Batas
maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

menggunakan rumus sebagai berikut :

n,((PAKi x CKi) — RAKi)
2, (PAKi x CKi)

E = x 100%

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKI : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Berikut merupakan tabel efektifitas penggunaan sumber daya
untuk periode renstra tahun 2021-2026.
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Tabel 3.18

Efektifitas Penggunaan Sumber Daya untuk periode Renstra

Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN | CAPAIAN | EFISIENSI
NO | SASARAN STRATEGIS UTAMA KINERJA | PAPBD
Meningkatkan kualitas Persentase desa yang telah
. mengakomo-dasi usulan 103,90% 87,79% 15,51
dan aksesibilitas
perempuan
1. | pelayanan dasar secara | Persentase PD yang minimal
. . . 30% kegiatannya dilengkapi
inklusif dan berkeadilan dokumen Analisa Responsif 110,00% 88,20% 19,82
gender Gender (ARG)
Peningkatan Peran dan | Total Fertility Rate (TFR) 101,54% 90,67% 10,71
Fungsi Keluarga dalam E:gggflceptive Prevalency Rate | 89,04% 77.08% 13.43
) Pembangu-nan Daerah,
" | Inisiasi Nilai-Nilai Luhur 5 ase Usia Kaui
ersentase Usia Kawin
Budaya Gresik dan Pertama dibawah 20 Tahun 110,00% | 98,27% 10,66
Pembinaan Karakter
Mewujudkan Layanan Persentase Kasus Kekerasan
. terhadap Perempuan yang o o
Komprehensif untuk Mendapat 100% 93,89% 6,11
Kasus Kekerasan Layanan Komprehensif
3 Berbasis Persentase Kasus Anak dalam
' Situasi Khusus yang Mendapat |  100% 81,08% 18,92
Gender dan Anak Yang | Layanan Komprehensif
Tingkat Kematangan Layanan
Merf]erIUkan sesuai Standar SPBE 100% 88,55% 11,45
Perlindungan Khusus
101,81% 90,49% 11,60

Berdasarkan rumus efisiensi didapatkan nilai efisiensi sebesar

11,60% sehingga dapat disimpulkan Dinas Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah efisien

dalam penggunaan sumber daya pada periode renstra tahun 2021-

2026.

Selanjutnya vyaitu tabel efektifitas penggunaan sumber daya

untuk periode renstra tahun 2025-2029.
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Efektifitas Penggunaan Sumber Daya untuk periode

Tabel 3.19

Renstra Tahun 2025-2029

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN | CAPAIAN | EFISIENSI
STRATEGIS UTAMA KINERJA PAPBD
) Total Fertility Rate 102.04% 85 96% 15.75
Meningkatkan : . ! ! !
1 Kesehatan Ibu dan Persentase Usia Kawin
Anak Pertama dibawah sama 100% 94,66% 5,34
dengan 20 Tahun
Penurunan Kasus Perkawinan
Usia Anak dihitung dari 110% 98,06% 10,86
pengajuan dispensasi kawin
Meningkatkan akses R;ﬁ'orsgggapzliﬁgﬁ migran
, | terhadap layanan y |9 i P 100% 94,47% 5,53
perlindungan khusus periinaungan pasca
anak pemulangan
Persentase Kasus Anak dalam
Situasi Khusus yang 100% 94.47% 553
Mendapat Layanan
Komprehensif
Mewujudkan Indeks Pembangunan
3 Lingkungan Keluarga Keluarga 115 26% 97 56% 1536
dan Pengasuhan ' ' '
Alternatif
Rasio realisasi usulan
perempuan yang diakomodasi 110% 87.79% 20,19
Meningkatkan akses dalam perencanaan
O ' pembangunan
4 partisipasi, kontrol dan Persentase perangkat daerah
manfaat perempuan ase p 9
dalam pembangunan yang minimal 30% .
kegiatannya dilengkapi 110% 87,79% 20,19
dokumen Analisa Responsif
Gender
Menurunkan Unmet need ber-KB
5 | ketimpangan 110% 80,05% 27,23
kesehatan reproduksi
Meningkatkan akses Persentase Usia Kawin
terhadap layanan Pertama dibawah sama
6 perlindungan khusus dengan 20 Tahun dari 82,22% 98,27% -19,53
bagi kelompok rentan keluarga miskin
Meningkatkan akses, Persentase kasus Kekerasan
partisipasi, kontrol dan | terhadap perempuan yang
7 manfaat perempuan mendapat layanan 100% 93.89% 6.11
dalam pembangunan komprehensif ' '
dan keberdayaan
multidimensi
Meningkatkan akses Rasio kepala rumah tangga
kepala rumah tangga perempuan miskin yang
g | perempuan mendapatkan akses program 110% 87.79% 20,19
miskin terhadap pemberdayaan
program
pemberdayaan
102,73% 90,49% 12,18
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Berdasarkan rumus efisiensi didapatkan nilai efisiensi sebesar

12,18% sehingga dapat disimpulkan Dinas Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah efisien

dalam penggunaan sumber daya pada periode renstra tahun 2025-

2029.

Program/Kegiatan yang berkontribusi secara langsung dalam

pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan sumber daya untuk

periode renstra tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.20

Analisis Program/Kegiatan Penunjang pencapaian Kinerja
Perangkat Daerah Periode Renstra 2021-2026

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
STRATEGIS UTAMA
Persentase desa yang | Program :
telah mengakomodasi | Program Pengarusutamaan Gender Dan
Meningkatkan usulan perempuan Pemberdayaan Perempuan
kualitas dan Kegiatan :
1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
aksesibilitas pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
pelayanan Kabupaten/Kota
1. 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
dasar secara Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
. . Kewenangan Kabupaten/Kota
inklusif dan .
Persentase PD yang Program :

berkeadilan minimal 30% Program Peningkatan Kualitas Keluarga

gender kegiatannya dilengkapi | Kegiatan :
dokumen Analisa Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan
Responsif Gender Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat
(ARG) Daerah Kabupaten/Kota
Total Fertility Rate Program :

Peningkatan (TFR) Program Pengendalian Penduduk

Peran dan Kegiatan : _ _

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
Fungsi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Contraceptive Program :
Keluarga dalam Prevalency Rate Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

) Pembangu-nan | (CPR) Kegiatan :

Daerah, Inisiasi
Nilai-Nilai Luhur
Budaya Gresik

dan Pembinaan

Karakter

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB
sesuai Kearifan Budaya Lokal

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas
Lapangan KB (PKB/PLKB)

3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat
dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta
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NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG

Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Persentase Usia
Kawin Pertama
dibawah 20 Tahun

Program :

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga

Sejahtera (KS)

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

Mewujudkan
Layanan
Komprehensif
untuk Kasus
Kekerasan
Berbasis
Gender dan
Anak Yang
Memerlukan
Perlindungan

Khusus

Persentase Kasus
Kekerasan terhadap
Perempuan yang
Mendapat

Layanan
Komprehensif

Program :
Program Perlindungan Perempuan
Kegiatan :
1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan
lingkup daerah Kabupaten / Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Persentase Kasus
Anak dalam Situasi
Khusus yang
Mendapat
Layanan
Komprehensif

Program 1:

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan :

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Program 2:

Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan :

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Tingkat Kematangan
Layanan sesuai
Standar SPBE

Program :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Akuntabilitas Kinerja 62




LAPORAN KINERJA DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

Program/Kegiatan yang berkontribusi secara langsung dalam
pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan sumber daya untuk periode
renstra tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.21
Analisis Program/Kegiatan Penunjang pencapaian Kinerja Perangkat
Daerah Periode Renstra 2025-2029

NO

SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
STRATEGIS UTAMA

Total Fertility Rate Program 1:

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB
sesuai Kearifan Budaya Lokal

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas
Lapangan KB (PKB/PLKB)

3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat
dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Program 2:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Meningkatkan
Kesehatan lbu
dan Anak

Persentase Usia Program 1:

Kawin Pertama Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga

dibawah sama dengan | Sejahtera (KS)

20 Tahun Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

Program 2:

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan :

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatkan Penurunan Kasus Program 1:
akses terhadap | Perkawinan Usia Anak | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga
layanan dihitung dari Sejahtera (KS)
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
STRATEGIS UTAMA
perlindungan pengajuan dispensasi | Kegiatan :
khusus anak kawin 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
Program 2:
Program Perlindungan Khusus Anak
Kegiatan :
1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Rasio anak pekerja Program :
migran yang Program Perlindungan Khusus Anak
mendapatkan Kegiatan :
perlindungan pasca 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
pemulangan Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase Kasus Program :
Anak dalam Situasi Program Perlindungan Khusus Anak
Khusus yang Kegiatan :
Mendapat Layanan 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
Komprehensif Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Mewujudkan Indeks Pembangunan | Program 1:
3 Lingkungan Keluarga Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga
Keluarga dan Sejahtera (KS)
Pengasuhan Kegiatan :
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
STRATEGIS UTAMA
Alternatif 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
Program 2 :
Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Kegiatan :
1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Rasio realisasi usulan | Program :
perempuan yang Program Pengarusutamaan Gender Dan
diakomodasi dalam Pemberdayaan Perempuan
perencanaan Kegiatan :
pembangunan 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
Meningkatkan Kabupaten/Kota
akses, 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
partisipasi, Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
4 kontrol dan Kewenangan Kabupaten/Kota
manfaat Persentase perangkat | Program :
perempuan daerah yang minimal Program Pengarusutamaan Gender Dan
dalam 30% kegiatannya Pemberdayaan Perempuan
pembangunan dilengkapi dokumen Kegiatan :
Analisa Responsif 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Unmet need ber-KB Program :
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Kegiatan :
1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB
sesuai Kearifan Budaya Lokal
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas
Menurunkan Lapangan KB (PKB/PLKB)
keti 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat
etimpangan ,
5 dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan
kesehatan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
reproduksi

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Program :

Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan :

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
STRATEGIS UTAMA
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Usia Program 1:
Kawin Pertama Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga
Meningkatkan dibawah sama dengan | Sejahtera (KS)
9 20 Tahun dari Kegiatan :
akses terhadap L .
| keluarga miskin 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui
ayanan . .
. Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
6 perlindungan |
khusus Keluarga .

; 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta
bagi kelompok 0 sasi K K Tinakat D h
rentan rganisasi Kemasyarakatan Tingkat Daera

Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
Meningkatkan Persentase kasus Program :
akses, Kekerasan terhadap Program Perlindungan Perempuan
partisipasi, perempuan yang Kegiatan :
kontrol dan mendapat layanan 1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan
manfaat komprehensif lingkup daerah Kabupaten / Kota
7 perempuan 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
dalam Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan
pembangunan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota
dan 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
keberdayaan Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
multidimensi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Rasio kepala rumah Program :
Meningkatkan tangga perempuan Program Pengarusutamaan Gender Dan
miskin yang Pemberdayaan Perempuan
akses kepala . i
mendapatkan akses Kegiatan :
rumah tangga
program 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
8 perempuan !
= pemberdayaan pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
miskin terhadap
roaram Kabupaten/Kota
prog 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
pemberdayaan

Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini
merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun
2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan
satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah
dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu
juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan
program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam
pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan
dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat
tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 3 (tiga) sasaran
strategis periode Renstra tahun 2021-2026 dan capaian kinerja 8 (delapan)
sasaran strategis periode Renstra tahun 2025-2029 Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Gresik Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan
tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian
tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan,
maka secara umum kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dapat dinyatakan
sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 8 indikator
kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. 7 indikator mencapai
kategori sangat tinggi sedangkan 1 indikator mencapai kategori tinggi pada
periode Renstra Tahun 2021-2026 begitupun pada periode Renstra Tahun
2025-2029, dari 12 (dua belas) indikator terdapat 11 (sebelas) indikator
dengan kategori Sangat Tinggi dan 1 (satu) indikator dengan kategori

Tinggi.
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Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja
daerah dalam APBD Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar
Rp. 22.453.100.650,75,- yang direalisasikan sebesar Rp.
20.317.055.975,70,- atau 90,49%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya
solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal
maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak
tercapai Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang
konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan
perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi
selama 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi
penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang,
sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi,
sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat
dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan
terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang
dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini
mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
Tahun 2025 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas,
telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Berikut merupakan matriks Tindak Lanjut dari indikator kinerja utama

yang tidak mencapai target ditahun 2025
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Tindak Lanjut Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai Tahun 2025

Tabel 4.1

akses terhadap
layanan
perlindungan

khusus

bagi kelompok

rentan

Kawin Pertama
dibawah sama
dengan 20 Tahun
dari keluarga

miskin

perkawinan pertama
dibawah sama dengan
20 tahun selama ini
dilakukan secara
generik dengan
sasaran keluarga yang
memiliki anak usia
remaja tanpa
membedakan status
sosial ekonomi, tanpa
intervensi khusus pada
keluarga yang
berpenghasilan rendah

/ miskin.

perkawinan pertama dibawah
sama dengan 20 tahun
meliputi :
® Penyediaan honorarium
bagi kader IMP,
Pengelola dan Pelaksana
Bina Keluarga Remaja -
belum memiliki intervensi
khusus keluarga miskin;
® Penyelenggaraan
Screening Psikologis bagi
Pemohon Dispensasi
Kawin kurang efektif
untuk mencegah karena
pernikahan sudah dalam
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Puspaga kurang
efektif untuk
mencegah
perkawinan bawah
sama dengan dua
puluh tahun karena :
- Puspaga
diselenggarakan di
tingkat kabupaten
saja;

- Puspaga merupakan
layanan yang
memberikan
pendampingan
berdasarkan

layanan Pusat
Layanan Keluarga
Sejahtera yang
selama ini lebih
ditekankan untuk
meningkatkan
kepesertaan
Keluarga
Berencana,
menjadi pusat
layanan sekaligus
promosi dan
edukasi
masyarakat terkait
pengasuhan,

ANALISIS PROGRAM ANALISIS RENCANA TINDAK TIME LINE 2026
NO SASARAN INDIKATOR CAPAIAN PERMASALAHAN JKEGIATAN YANG PROGRAM LANJUT
KINERJA (<100%) UTAMA MENUNJANG /KEGIATAN
YANG KURANG
EFEKTIF W | Tw o TW
Il 1] v
1 Meningkatkan Persentase Usia | 82,22% Pencegahan Kegiatan yang mencegah Penyelenggaraan Mengaktifkan \Y
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® Sekolah Perempuan dan

Bunda Puspa lebih fokus
pada pemberdayaan
perempuan dan tidak
memiliki program /
intervensi khusus untuk
mencegah terjadinya
perkawinan anak secara
umum.

Pusat Pembelajaran
keluarga (Puspaga)
diselenggarakan hanya
pada tingkat kabupaten.

keluarga, termasuk
perkawinan anak,
terutama yang
tergolong keluarga
berpenghasilan
rendah,

ANALISIS PROGRAM ANALISIS RENCANA TINDAK TIME LINE 2026
NO| SASARAN INDIKATOR | CAPAIAN | PERMASALAHAN I/KEGIATAN YANG PROGRAM LANJUT
KINERJA (<100%) UTAMA MENUNIANG IKEGIATAN
YANG KURANG
EFEKTIF w | w | TW
I M IV
perencanaan pengaduan perencanaan
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LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025



' GRESIK
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah
ini:

Nama : . dr. TITIK ERNAWATI, M.H

Jabatan : KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan . Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi %

Gresik, 6 Januari 2025

PIHAK KEDUA ; PIHA
BUPATI GRESIK KEPALA DINAS KELUAR

PEREMPUAN DA

ERENCANA, PEMBERDAYAAN
LINDUNGAN ANAK

FANDI AKHMAD YANI
dr. TITIK ERNAWATI, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19760903 200701 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

NO. | SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan 10 %
dasar secara inklusif dan berkeadilan gender perempuan
Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya 30 %
dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)
2 Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Total Fertility Rate (TFR) 1.9-2
Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya
Gresik dan Pembinaan Karakter
Contraceptive Prevalency Rate (CPR) 70-76 %
Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun 11.48 %
3 Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang 100 %
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Mendapat Layanan Komprehensif
Memerlukan Perlindungan Khusus
Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang 100 %
Mendapat Layanan Komprehensif .
Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE Level 2
No Kode Rekening Program Anggaran Keterangan
1 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN Rp. 252,298,075.00 APBD
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rp. 436,611,860.09 APBD
3 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Rp. 195,320,000.00 APBD
4 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Rp. 36,630,925.00 APBD
5 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Rp. 454,071,000.00 APBD




2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Rp. 7,290,683,224.95 APBD
KABUPATEN/KOTA

2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Rp. 567,600,000.00 APBD

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Rp. 4,351,931,000.00 APBD

2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN Rp. 9,064,389,000.00 APBD

KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Jumlah

Rp. 22,649,535,085.04

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESI

Gresik, 6 Januari 2025
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN RLINDUNGAN ANAK

dr. TITIKE WATI, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19760903 200701 2 010
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Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Gresik Renja Perangkat Daerah Dinas Keluarga Berencana, Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik Periode Pelaksanaan 207275
dikalor dan i ng mengacu pada Sasaran RKPD | | |
Dras pun dan P Ges I I I
NoJ Kode ‘Sasaran i Urusan fja Progr Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Unit SKPD Penanggungjawab Ket
. (outcome) / Kegiatan (output) Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2025) It i i | Realisasi Anggaran Renja PD| Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 Realisasi Anggaran Renstra
Pemerintahan Daerah dan ! ! 0 v ’ (2025) Tahun 2025 (%) Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Program / Kegiatan [)
K K Rp. K Rp. K Rp. K K Rp. K | Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 9 10 " 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14. 17= 16/7x100 138 19
2.14.208.0.00.05.0000 DINAS KELUARGA 22.453.100.651 1.857.617.712 4456140335 5.917.689.704 8.017.038.570 2 20.318.705.991 116 90,49 116 44.333.965.102 245,48
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.01.2.09.0000

Pemel iharaan/Reha
bilitasi Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya

Jumlah faslitas pemeliharaan
yang tersedia

26881177000

631.002051,00

1232923.398,00

Meningkatkan kualitas dan aksesibiitas pelayanan PROGRAM Persentase Usulan Perempuan 189,450,499 16.780.500 35.779.000 36,841,000 76.915.000 166.315.500 850,094,510 Kepala Bidang PP dan PUG
dasar secara inklusif dan berkeadilan gender  pENGARUSUTAMAAN  Y2nG Telah Diakomodasi
dalam Musrenbang,
GENDER DAN Wusrenbangdes dan Forum
PEMBERDAYAAN oPD
PEREMPUAN
20802201, elan 130710 13.438.000 545 Kepala Bidang PP dan PUG
Pengarusutamaan Gender |Melakuken ARG pada minimal
(PUG) pada Lembaga | 0% Angsarnna
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 [2080220103° [Teraksananya Advokasi Kebijakan dan Advokasi Kebiakan dan | Jumiah SDM yang Perangkat Daerah 7 1070l 0 EEI) 0 6| 13.438.000 |75 14.609.000 " 2804150 191 8509190 200.469.980.00 | 34545 6878 |Kepala Bidang PP dan PUG Kegatan akan
Pendampingan Pelaksanaan PUG emastk PPRG | perdampingan memperoleh advokasi diaksanakan
s pug |febiskanden pendampingan pada buan
enyelenggarazn penyelenggaraan PUG i
kewenangan Kab/Kota
b (20802202 Pemberdayaan Perempuan | Jumiah Desa Yang Telah Desa & of o 1 o B o B B B 0 000 7 20,071.500,00 B 36,42 | Kepala Bidang PP dan PUG
5 be iltai Kegiatan
Bidang Politik, Hukum, [P et
Sosial, dan Ekonomi pada | pgpes
Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3 Penguatan dan Jumiah Lembaga! kelompok 300 185.319.789 2 676000 0 35.779.000 3 23.403.000 [0 62.306.000 5 137.274.000 Kepala Bidang PP dan PUG
Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 (2080220201 Sosialisasi Peningkatan | Jumiah Dokumen Hasi Dokumen 4 of 20 o 0 o = - 210) o| 525 210 - 520 - | Kepala Bidang PP dan PUG
i Sosialsasi Peningkatan
e e
idang Poitk, HUKUM, | gigang poiik, Hukum, Sosial
Sosial dan Ekonomi dan  Ekonomi
Kewenangan
Kabupaten'Kota
3 2080220202 ‘Advokasi Kebiakan dan | Jumiah Organisasi Masyerakat | orgarisasi ) - 0 1 o - [ o - 0 0 0 000 17 2007150000 100 471,17 | Kepala Bidang PP dan PUG
Pendampingan Peningkatan (1218 Mendepat Advokas dan
. endampingan Kebiakan
Pam‘swpasl Perempuan dan | peingaan parisipasi
Politik, Hukum, Sosial dan  |Perempuan di Bidang Politik,
Ekonomi Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kewenzngan KabupaieniKota
¢ [20802203 Penguatan dan Jumlah Lombaga  kelompok orang 3 185.319.788,50 3 157860000 | 3 35.779.00000 3 23.403.000 [0 62.306.000 9 137.24000 | 300 810 420553.0%,00 100,00 143,62 | Kepala Bidang PP dan PUG Kegiatan
Lembaga 'd“lask'" y
Penyedia Layanan et
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2080220302 Peningkatan Kapasitas | Jumiah sumber Daya Lembaga orang 0, 165319789 210 15786000 | 20 36779.000 « 23.403.000 e 62.306.000 0 1727400 100 ®3% %0 4205530000 au 152.098,75 | Kepala Bidang PP dan PUG Jumian SO
Sumber Daya Lembaga | Perveda Layanan vang
sl berdayzan Perempuan mendapat
enyedia Layanan Kewenzngan KabupaieniKota peningkaan
Pemberdayaan Perempuan |yang Mendapat Peringkaian kapasias
Kewenangan Kapasias masih sama
Kabupaten/Kota dengan




2.08.04.201

Spesifk bagi Perempuan
dalam Situasi Darurat dan
Kondisi Khusus
Kewenangan

o
RAM

PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA

Peningkatan Kualitas

Situasi Darurat dan Kondisi
Khusus Kewenangan

Kebutuhan Spesifk
Persentase sasaran yang

pendapatannya meningkat
dari tahun sebelumnya

Jumlah keluarga sasaran yang

179.994.419,68

32774.945,00

31.670.500,00

31670500

158.751.945,00

168,751,945,

1514.989.661,00

1.514.989.661,00

1035

Kepala Bidang PP dan PUG

Kepala Bidang PP dan PUG

[ 20803201 Kekerasan v opp | 89.460.000,00 - 8,00 2.200.000,00 10 40.020.000,00 13,00 41.784.000 31,0 84.004.000,00 Kepala Bidang PUHA
Terhadap Perempuan  berkoordinasidan
e dalam melakukan
Kabupaten/Kota pencegahan kekerasan
["|2.08.03.2.01.0001 [Koordinasildan: Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 89,460,000 1,00 2.200000 1 40.020.000,00 1,00 41.784.000 1,00 84.004.000 Kepala Bidang PUHA
Sinkronisasi Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi
" Pelaksanaan Kebijakan,
Kebijakan, Program dan  pegram gan keglatan
Kegiatan Pencegahan pencegahan Kekerasan
Kekerasan Terhadap Terhadap Perempuan
Perempuan Lingkup EE:E"EI"?;E o
abupaten)Kot
Daerah Kabupaten/Kota "
20803202 Penyediaan Layanan Jumlah kasus kekerasan asus 115 25600 | B 1230610000 | 76 24981100 0 5963890000 | 100 39177 281,0) 2835688800 | 244 96.14[3%6 396.022.556,00 us 49 | Kepala UPT
i i i |terhadap perempuan yang
Rujukan Lanjutan bagi L1 0l esakan
Perempuan Korban
Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten /
Kota
208032020001 Penyediaan Layanan Jumah Perempuan Korban orang 100 10296392 51 12306100 | 8 2498111 [ - e sosmie| 217,00 104402357| 217, %66 166.796.727,00 217,00 31,18 |Kepala UPT
Kekerasan Tigkat
Pengaduan Masyarakat ~ [(Elemen foo6e
bagi Perempuan Korban [\ PSR
Kekerasan Kewenangan  |pengaduan
2080320202 Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumah Layanan Tndak Lanjut | dokumen 100 272200 3 1 2 - 1 59.638.900,00 |20 64315631 ) EXZES T 7.2 2922583100 20 91265 | Kepala UPT
Pengaduan yang Memerukan
Pelaksanaan Penyed@an | (oo Snconisas
Lay_anan Rujukan Lanjutan - | pe empuan Korban
bagi Perempuan Korban | Kekerasen Kewenangan
Kekerasan Kewenangan | KebupateniKoia
Kabupaten/Kota
20803203 Penguatan dan Jumlah Lombaga / kelompok | lembaga 3 uI2e0m| 3 85160 | 3 1748483 3 32.916.600,00 |0 14286.600 9 820983 | 30 25| 0| 143.236.936,00 100,00 3913 |Kepala UPT
Lembaga
Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah Kabupaten
I Kota
2080320302 Peningkatan Kapastas | Jumeh OPD yang telah Perangkat Daerah [ 19.380.000 10 6800000 12.128.000,00 [0 B 10 18928000 100 767] 4546430000 1000 ~ [KepaLa UpT DAK: idak ada
berkoordinasi dan melakukan
mber m
sipE (RO
penyecialayanan; pencegahan kekerasan.
penanganan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
208.032.00,0003 Penyediaan Kebutuhan | Jumah Perempuan dalam orang 100 I 18591600 | 21 1068483 19 20.788.600,00 |8 14286600 E 43516 69 8581221 97.772636,00 | 221 66,78 |Kepala UPT

Kegiatan

Keluarga dalam [pendapatannya diabas garis masih
Mewujudkan Kesstaraan [Tk diaksanakan
sebagian

Gender (KG) dan Hak
Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2080420103 Pengembangan Kegiatan | Jumiah Leporan Taporan 0 9gean| 0 T o RT4HE [ 31.670.500 1 94306500 1 168,751,945 0 ®20 2 1514.989.661,00 14375 10,35 |Kepala Bidang PP dan PUG Kegian
oy i s Pengembangan  Kegialan pembelajaran
o Kl lasyarakat  untuk diaksanakan

S Peringkatan  Kualas bulan i dan
Keluarga Kewenangan [ Kokerga Kewerengan agusts
Kabupaten/Kota KabupatenKota
0 8 PROGRA P diaan Data P 0 o 0 0 0 0 0 0 0 000 000

P OLAA d o
DATA GENDER DA Nomor 5 Tahun 20 .

2082142085201 Pengumpulan, Jumah daa yang tersedia varabel 2 - = . 0 0 0 0002 - 100,00 -
Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender
dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah

2082142852012 Penyajian dan Pemanfaatan | Jumiah Dokumen Daia Gender | dokumen 1 - = - 0 0 0 000 B 0
Data Gender dan Anak |4 Aok yang Tersedia
dalam Kelembagaan Data di
Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM P A b po 0192620000 19,00 00,000 26,00 00 0 918,000 51,390 0 06.179.390 0 0 ) 000 pala Bidang PUHA

20806201 Pelembagaan PHA pada | Jumiah ndikator KLA yang telah|  Indiketor 12 119.044.700.00 7 90000 10 750.000 7 1.500.000 7.00 31506.390 200 34656390 [ 200 211 401,900.395,00 - 219,60 | Kepala Bidang PUHA
Lembaga Pemerintah,  |diindakinutoeh
Nonpemerintah, dan Dunia | C°0Persetean! Lembaga

a Masyarakat

Usaha Kewenangan t
Kabupaten/Kota




2080620101 ‘Advokasi Kebiakan dan | Jumiah Organisasi Pemerinh, | orgarisasi B 90T 7 0000 | 10 750000 0 1.500.000 5900 31506.3%0 5700 es6390]  70) 2011]139 163.488.295,00 16951 148,89 [ Kepala Bidang PUHA
Pendampingan Pemenuhan (Non Pemeriah, Media den
Dunia Usaha yang Mendapat
Hak Anak pada Lembaga | g,oxesi Kebiakan dan
Pemerintah, Non P e
Pemerintah, Media dan Hak Anak pada Organisasi
Dunia Usaha Kewenangan |Pemeriiah, Non Pemerinch,
Kabupaten/Kota Media dan Duria Useha
2082.1420862012 Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumiah Dokumen _Hasi dokumen 4 4 T o - [ > - 4 o B - | Kepala Bidang PUHA
Koordinasi  dan Sinkronisasi
Pelembagaan Pemenchan o pemenutan Hak
Hak Anak Kewenangan |- keserangon
Kabupaten Kota Kabupaten/Kota
20806202 Penguatan dan Jumlah Fasitas Ramah Anak jenis 7 82.881.50000 5 0000 | 6 1,560,000 g 4.418.000 7,00 52145.000 200 7800 | 343 %3] 309.935.100,00 68,29 | Kepala Bidang PUHA
Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
2080620201 Penyediaan Layanan Jumiah_Anck_yang orang 100 0 T o - 5 - 0 0 0 0 B 00 - | Kepala Bidang PURA
Peningkatan Kualttas Hidup [Mendapakan Layanan
e Peringkaan Kualias Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2080620203 Pengembangan Jumah Dokumen Komunikasi dokumen 5 @650 3 1340000000 | 4 156000000 5 4.418.000 |7 52145.000 20 71523000 400 #30[27 300.935.10000 71 232,86 | Kepala Bidang PUHA
Komunikasi, Informasi dan | Momasi dan Edukasi (KEE)
Edukasi Pemenuhan Hak | FETeTen Hak Ank bai
ukasi Pemenuhan Hak | gmbaga penyedia Layanan
Anak bagi Lembaga Peningkatan Kualitas Hidup
Penyedia Layanan Anak Kewerangan
Peningkatan Kualitas Hidup |Kebupatenko
Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
0.0 PROGRA Persenta P 9.623.010,00 9.085.195,00 8 0 61.806.770,00 06.144,784,00 06.036.039,00 s 0 §70.5%, 1,00 pala UP
PERLINDUNGA dap 9B
2.08.07.2.01 egahan Kekerasan yang lembaga 2 80.050.000,00 0 B ) . 10 21.517.000,00 16,00 | 46264000 2500 67781000 100, 8467) 115,828.50000 - 640,34 | Kepala Bidang PUHA
Terhadap Anak yang berkoordinasi dan melakukan
sinkronisasi dalam melakukan
Melibatkan para Pihak | cenceqahan kekerasan
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.01.04 ‘Advokasi dan e orang 7 200000 0 0 % 21.517.000,00 15 626400] 4000 778100 23 w67 115.628.500.00 Kepala Bidang PUHA DAK; tdak ada
pendampingan Perangkat | memperoleh advokasi
Daerah dalam pelaksanaan |dan Pendampingan
kebijakan /program/ :a{:m k;:\elaksanaan
jiatan pencegahan KTA | kebliakan
e T /program/kegiatan
pencegahan KTA
Penyediaan Layanan bagi | Jumlah AWPK yang Oraang 25876539 275876539
Anak yang Memeriukan "“"";m:”"‘"
Perlindungan Khusus
208.07.2.02 pepoMeeiikay
Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2080720102 Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumah Dokumen Hasi dokumen 3 0 0 5 0 0 0 0 B - - |KepalaUPT
Pencegahan Kekerasan |20rinas!dan Snkorisas
Pencegaan Kekerasan
terhadap Anak Kewenangan | rotece 2T eertn oo
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2080720101 Tersedianya Advokasi Kebjakan dan Pendampingan | Advokasi Kebjakan dan | Jumiah SDM yang memperoleh | orang 0 0 5 0 0 0 0 0 ENA - Kepala UPT DAK; idak
Pelaksanaan Kebiakan, Program dan Kegiatan i ada rget
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak K o dalam pelaksanazn kebijakan Rensia
Kewenangan KebupateiKota ebiakan, Program dan | ogramkegitan pencegahan
Kegiatan Pencegahan KTA
Kekerasan Terhadap Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
20807202 Penyediaan Layanan bagi |Jumiah Kasus Anak Dalam Kasus % 20758000 | 6 1908519500 | 55 78576.790,00 0 BUSTION [ 1016478400 26400 2576539,00 330 %2 555.063.536,00 - 105,60 | Kepala UPT.
Anak yang Memerlukan | Stuesi Khusus Yang Borhasl
Disclesaikan
Periindungan Khusus
yang Memeriukan
Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Jumiah Anak yang Memeriukan orang 100 2070200 77 19085195 | 65 01165 70 7.624500,00 & 6043829 29200 116970062 292 %91[392 268.361.996.00 32,00 7334 [Kepala UPT
Perlindungan Khusts
Rl [T
agi Anak yang Pengaduen Kewenergan
Memeriukan Perlindungan  |Kabupaten/kota
Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2080720202 Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumah Layanan Tndak Lanjut Kasus 2 of 4 5 - [ 4 o 2] - - - |KepaLaUPT
i engaduan yang Memeriukan
Koordinasi d
Anak yang Memeriukan | anic yang Memertukan
Perindungan Khusus Petindungan Khusts
Kabupaten/Kota
2080720203 Pengembangan Jumah Dokumen Komunikasi, | dokumen 5 of o 0 5 o o 0 0 B - - |KepalaUPT
Komunikasi, Informasi dan | Momasi dan Edukasi (KEE)
Py Anak yang Memeriukan
Edukasi Anak yang Patniogen Khusus
Memeriukan Perfindungan | ke
Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2080720206 Koordinasi Pelaksanaan | Jumiah AMPK yang anak 100 160051000 77 1 e 8460252 1 30.425.270 |9 8002095 15700 18906477 157 %28 28670154000 - |KepalaUPT
Lavanan AMPK mendapakan layanan




20807203 Penguatan dan Jumiah Lembaga Penyedia lembaga B 9.020000,00 B Wazzs00 [ 2,240,000 - 19.716.00000 3 2376500 1750 9038| 103978.500,00 = Kepala UPT DAK tidak ada
Pengembangan Lembaga ;"':::‘m x’i‘"{;g‘"
Penyedia Layanan bagi | esre
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2060720302 | Teraksananya Koordinasidan Sinkrorisasi Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumiah Peringkaan Kapasias il = 5 0 0 o 0 00| = E " KopaLa UPT
Peringan Kepsias Sunber Daya Lembada | peningiatan Kapastas |2 Surber Daya embaga
Penyedia Layanan Anak yang Memerikan g
Perindungan KhususTigkat Daerh Kabupateniko | SUM ber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Anak
yang Memeriukan
Perindungan KhususTingkat
Daerzh Kabupaten/Kota
208072030006 Peningkatan kapasitas SDM | Jumeh SO Penyedia Layaren| orang B 69.020,00) % 042500 2.240.000 |18 19716.000 B CEI 03| 10397850000 ~[KepalaUpT
ol nyedia layanan  |Y2n reh dan mendapatkan
e ::gape fd‘a @Y2NaN | i ikt Perindungen dan
periindungan dan Penanganan AMPK.
penanganan bagi AMPK
tingkat daerah kabupaten/
= - [KepalaUPT
B - [Kepata UPT
URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
214 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG _ Persentase Program OPD 6899.235.83440 1.586.266.435 153500109085 1.422.08059,00 1.566.375.385 6100.725.50810 1227248591076 Keseketaistan
URUSAN PEMERINTAHAN Yang sudah trfasitasi
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
21401201 Perencanaan] Jumiah Dokumen dokumen 1 073000000 | 100 1680000 | 1,00 3312000 1 900.000 E 5 10 5892000 | 100 s491 200 3081546600 X3 9261 |Keseketaiaan
R Perencanaan, Penganggaran
. dan Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat et
Daerah
2140120101 Penyusunan Dokumen _ |Jumah _ Dokumen dokumen o 07000 6 168000 | 6 3312000 o 900.000 - - 500 582000 100 EE 7.0 1412420000 | 3000 53,06 |Keseketriaan
Perencanaan Perangkat :’f"“””‘ (T
Daersh
2140120107 Evaluasi Kinera Perangkat |Jumiah Laporan Evalsi dokumen B of o T o B o B E = g o o 00| 720 1669126600 | 10000 163,46 | Keseketraan
o= Kinera_Perangkat Daerah
21401202 inistrasi Keuangan jidan bulan T0az186752 AT 4GRS | 1942188752 1134580127 | 19421888 1148384414 | 1,9421688 867.996.283 200 945,197,578 194 aos6158402 | 100 34 4% 01342286876 am 174,05 | Kesoketariatan
Perangkat Daerah Tambahan Penghasilan PNS
9 yang terbayar
2140120201 Penyediaan Gajl dan Jumiah Orangyang oang 7 FEPRTEr TS0z | 27 1148384414 2 867.996.283 |23 945,197,578 7 0% 158402 100 3% 00 a0134200876 | 19231 178,06 | Kesekelariaan
Tuniangan ASN Mererima Gaji dan
unjangan AS| Tunjngen ASN
21401205 orang 1 B E 5 B = 000 0w o 00| 00| = B [ Keseketaristan
bimbingan teknis
e oreoee sl implomentasi peraturan
perundangan
2140120611 Bimbingan Teknis Jumiah Orang yang Wengiku orang 5 of o 0 = - o o o 000 000 - - [ Keseketaniatan
Peraturan | Bimbingan Tekns implemenisi
Perundang-Undangan
21401206 inistrasi Umum Jonis G T2 At082 | 15000 1343018 | 15000 4266280 0 82.390.967 |15 38570229 1500 16570404 | 100 s a0 065881500 | 30000 161,35 | Kesoketariatan
listrik dan peralatan serta
Perangkat Dacrah perlengkapan kantor/ rumah
tangga yang terpenuhi
2140120601 Penyediaan Komponen _|Jumian _Paket paket [ EX K 1 | B 533000 0 00| 1%, 03% 00 34165000 10000 8542 |Kesekearoan
T Komporen Instaasi
Instales ListdPenerangan |<o7peren bsies
Bangunan Kantor Kerior yang Disediaken
2140120602 Penyediaan Peralatan dan _|Jumlan Paket Peran dan paket [0 we20 10 0 14400000 BN 27014 00 w210 10 000 100 219014900 5667 21337 | Keseketaraan
Periengkapan Karor yang
Perlengkapan Kantor RIS
2140120606 Penyediaan Bahan Logistk_|Jumian Paket Bahan Logstk paket B [FZPE X 2615100 10 70.619.634 |20 40178 100 s0art| 125 9641 200 2000877100 | 2000 2905
- Karioryang Disediakan
2140120605 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetaken paket o 51080 6 EXIG = 4 2493333 |4 1695352 800 oot 13 7584 600 880860400| 20000 9541 |Kesekeariaan
takan dan Penggandaan |dan Penggandaan Yang
Cetakan dan Penggandaar Disociten
2140120606 Penyediaan Bahan Bacaan | Jumian Dokumen Batan dokumen 1422 of o B = = = 3 o o 000 000 = B ~ [Keseketaraan
. |Bacaan dan Perauran
dan Peratuan Penndang- (226 diPeern
undangan Disediakan
2140120608 Penyelenggaraan Rapat | Juman Laporan Teporan 225 600000 0 T 7251180 a5 9.278.000 |0 - 2450 16520180 100 o125 e 5600400 | 14083 11276 |Keseketaiaan
Koordinasi dan Konsuasi | Penvelendgarean Rapet
= Koordiasi dan Konsulasi
St SKPD
2140120600 Penyediaan Jasa Jumiah Jasa Operasional yan] _orang B 1825906546 | 3000 a6 | 3000 314538397 5| 431.698.78 | 520000128 0 17i8s31983 | 100 X szt | 2 261,17 | Kesoketariatan
Penunjang Urusan
Daerah
2140120802 Penyediaan Jasa Jumiah Laporan Panyediaan | laporan B Teissi| o T | 9 35081565 9 35872198 |9 53878.088 B Tar2arsit| 0 BEE 20 22287500 | 4000 23378 | Kesaketaratan
Komunikasi, Sumber Daya |/252 Komunikes, Sumber
. Daya A dan List yang
Aiedan Listk ot
214012080 Penyediaan Jasa Pelayanan | Jumiah Lapoan Peryediaan | laporan 7] o300 7 a5 7 276456852 o 395.825.980 |49 75152000 7 ez 10 95 00 3oz | 11628 28568 | Kesaketaratan
anp— Jasa_Pelayanan Umum Karior
21401200 Barang Millk i i Jonis 4 219840000 | 400 5000000 | 400 4500000 4 39.095.170 |4 S3577.450 a0 102472620 | 100 3 500 s 2000 | 20000 683,74 | Kesoketariatan
Daerah Penunjang Urusan [¥n9 tersedia
Pemerintahan Daerah
2140120001 Penyediaan Jasa Jumlah Kendarsan Perorangan it 7 mowa0| 12 2500000 | 1 4500000 2 7461670 |1 72700000 7 61670 100 %26 %0 0621000 | 32500 2123 | Kessketaran

Pemelharaan, Biaya
Pemelinaraan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Dinas atau Kendarazn Dinas
Jabzten yang Dipeiihara dan
divayarkan Pajaknya




214012002 Penyedaan Jasa Jumah Kendaraan Dinas. it 9 0000 8 250000 0 - 3 25.898.000 |8 U535 9 2928315 100 %89 B0 10447846500 | 126667 579,98 | Keseketariatan
, Biaya o !
yang Dipellhara dan dibayarkan
Pemelinaraan, Pajak dan
g Pajak dan Periziamya
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
2140120000 Pemelharaan/Rehabiltasi | Jumiah Gedung Kaor dan gedung 3 of o 0 5 6.035.500 |5 6347135 5 2362635 167) 000 500 12382635,00 10000 4129 [Keseketaraan
Bengunen Lannya yang
ZZ':::;?QHTSZE"B DieliaraiDrehabiiasi
Bangunan Lainnya
2140120810 Pemelharaan/Rehabiltasi | Jumiah pemeliaraan / sarena 9 %2000 0 T o - 5 6.035.500 |10 6347135 5 230263 66) 241 1000 56.627.635,00 2000 217,03 | Keseketaraan
gy o ehabilfsi sarana dan
Gedung Kantor atau prasarana gendung kanior
Bangunan Lainnya
0
0
0 PROGRA Persentase Unit Pemb p 67.600.000,00 8 02.425.336 831.59 0 4.638.0 0 00 9 1,00 0 6,28218368 Kepala Bidang Dalduk dan KB
P DALIA g
PENDUD
21402201 Pemaduan dan Jumiah Unit Pemberi Layanan unit o of o 0 B 0 - |0 B 0 : 0 00| 1300 69.660.500,00 100,00 19,61 |Kepala Bidang Dalduk dan KB
Sinkronisasi Kebijakan ;‘ﬁ"g’i;"‘;;!';'( =
Pemerintah Daerah
Provinsi dengan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk
2140220107 Penyediaan dan Jumlah Dokumen Penyediaan | dokumen 0 of o 0 - = - 1 0 0 000 200 311000000 B 088 | Kepala Bidang Daiduk dan KB
dan Pengembangan Mater
;e"g.e'."banfa" Materl | r gkan Kependudutan
endidikan Kependudukan - | e pencigikan Fomal
Jalur Pendidikan Formal ‘Sesuai lsu Lokal
‘sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
21402201023 Pelaksanaan Rapat Jumiah Laporan Rapat Taporan 0 of o 0 0 - o - 0 0 0 000 6655050000 Kepala Bidang Dalduk dan KB
Pengendalisn Program Pengendalan Program Bangga
7 Kencana (Pembanguran
Bangga Kencana Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
21402202 Pemetaan Perkiraan Jumlah Dokumen Data dokumen 1 567.600.000,00 1 s 1 62496638 1 102.425.336 1 315.831.5% 1,00 56305200 | 00| %67] 200 844763,661,00 34 6655 |Kepala Bidang Dalduk dan KB
Pengendalian Penduduk
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
21422023 Penyusunan Profil Jumlah Dokumen  Profl | dokumen E] - 0 0 = - 0 0 0 000 000 - - - | Kepala Bidang Daduk dan KB
Kependudukan, Keluarga
;epe"d”d”za"' KOG | dan Pombanguran
erencana dan Keluarga
Pembangunan Keluarga
214022020 Pembinaan dan Jumah laporan pembinaan dan | laporan 1 000000 18 3410900 | 18 7333500 18 22.098.750 |18 7322000 1800 0165150 100 66 94191667 1800 789075900 10688 125,86 | Kepala Bidang Dalduk dan KB
Pen;e‘e"ggam" Sitom |5 omasikeuaga
Informasi Keluarga
2140220211 Penyediaan Data dan Jumlch Data dan iormasi | dokumen 1 - 0 T o - = B o 0 0 000 000 - - | Kepala Bidang Dalduk dan KB
Informasi Keluarga Keluarga. yang Tersedia
2140220212 Pencatatan dan Jumah laporan pencataan dan | Lapon |18 216000 18 e 18.100.000 18 25.700.000 |18 245.700.000 1 289500000 100 %28 1800 359.800.00000 - - | Kepala Bidang Daduk dan KB
Pengumpulan Data pengumpLian das!
Keluarna fokema
2140220213 Pengolahan dan Pelaporan | Jumien dokumen pengolaian | dokumen |12 21600000 3 W40 | 3 37.063.138.00 3 54,626,586 |3 62,808,596 300 w2z 2 64 600 97.07290200 - | Kepala Bidang Daduk dan KB
Data Pengendalian g::;::g;"‘ ::fw o
tipangan dan Pelayanan  [FETCE
0
0
0 PROGRAM PEMBINAA d ber-KB p 067,581,000 6 06.711.400 6 8 9.152.000 79 831,000 8 4 08367268 85023220 66293625 Kepala Bidang Dalduk dan KB
21403201 Pelaksanaan Advokasi, | Jumlah Balai Penyuiuh yang | balai penyuluh 18 1161630000 | 1800 98261400 | 000 176120924 18 369.867.000 |0 382,170,000 18,00 96419324 100 3] 3,0) 2091.504617,00 2000 9,28 | Kepala Bidang Dalduk dan KB
Komunikasi, Informasi dan |te2sifasi
Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk
dan KB sesuai
Kearifan Budaya Lokal
2140320101 Advokasi Program KKBPK _|Jumiah Organisasi yang organisasi 0 of o 1o 164 B - 164,00 0 0 00| 1960 - 11951 - | Kepala Bidang Daduk dan KB
kepada Stakeholders dan [ Mendapakan Advokasi
e Program Bangga Kencana
ra Ker: (Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencna) kepada
Stakehalders dan Mita Kerja
21403201014 ‘Advokasi Program Bangga | /umiah Organisasiyang | organisasi 2 250,000.000 2 59,111,400 32 97.912594 g 2 48520000 2 25543994 100 2 38937829 #DN/OI | Kepala Bidang KS dan Advokasi
kencana oleh pokja advokasi P’”g;f::’;:i"g ::::ﬁi‘m
kepada Stakeholders dan | pemoangunan Keluarss,
Mitra Kerja s I R
Berencana) kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja
214320113 Komunkasi, Informasi dan | Jumiah Dokumen Komunikasi, | dokumen 1 of o 0 3 N B 3 o 000 400 - 6667 - | Kepdla Bidang Daduk dan KB
Edukasi (KIE) Program Informasi dan Ed ks (KEE)
b2 Program Bangga Kencana
KKBPK sesuai Kearlfan | pompanguran Koluarg,
Budaya Lokal Kependudukan, dan Keluarga
Berercana) Sesuai Kearfan
Budaya Lokl
20921432013 Penyediaan dan Distribusi _|Jumlah Uni Sarana Penyediaan| lembaga 1 of o T o s - 0 0 0 000 1800 - 10000 - | Kepala Bidang Daduk dan KB
dan Pendistibusian KE
i;’;;;mg Program Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudkan, dan
Keluarga Berencana)







2140320801 Pengendalan Jumlah Laporan Pengendalian | laporan 1 of o o 18 - B 1 o100 000 %00 - 2000 - [Kepdla Bidang Daduk dan KB
Pendisirbusian Alat dan | Pendistibusian Alatdan Obat
ontasepsi dan Sarana
Obat Kontrasepsi dan Penunjang Pelayanan KB ke
Sarana Penunjang Fasiiias Kesehatan Temnasuk
Pelayanan KB ke Fasilitas | Jaringan dan Jejaringnya
Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
2140320303 Peningkatan Kesertaan | Jumlah Orang yang Mengivu orang 20 1410431000 1295 5930000 | 1750 2851000000 | 1019 346.270.000 706 215,005,000 4| 815715000 191 EEEC 164020830000 2 13,86 | Kepala Bidang Daiduk dan KB
g Keseriaan Penggunaan Metode
. Koniasepsi Jangka Panjang
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
(MKJP)
2140320306 Penyediaan Sarana Jumah Unit Sarana Penunjang it 0 - 0 0o o = - 0 0 0 000 000 128142000000 - 1547 | Kepala Bidang Daduk dan KB
Penunjang Pelayanan KB~ |Pe/ayanan k8
2140320308 Pembinaan Pelayanan Jumh Laporan Hesil Taporan % 50000 0 1= 1385500 7 2.115.000 |73 B o 13470500 0 000 000 1347050000 - 16,11 | Kepala Bidang Dalduk dan KB
Keluarga Berencana dan | Pemonean Polayann Kolvarga
Berencana dan Kesehatan
Kesehatan Reproduksi di | oproquiesi g Fasitas
Fasiitas Kesehatan Kesehatan Temnasuk Jaringan
Termasuk Jaringan dan | dan Jejaringnya
Jejaringnya
21403204 dan Kampung KB 190 714.420000,00 0 2520000 | 190 140,440,000 356) 141,520,000 |0 300,226,000 356, 584706.000 | 187 sl 71200 121204850000 | 134340 16,24 | Kepala Bidang Dalduk dan KB
Peningkatan Peran serta |Perkontribusi terhadap
i di wilayahnya
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
2140320401 Penguatan Peran Setta | Jumah Organisasi yang Organisasi |16 of o o - - - o 0 o 000 000 - - - | Kepala Bidang Dalduk dan KB
Organisas Kemasyarakatan |Te1¢e0eranpersueen poen
dan Mitra Kerja Lainnya —|,omagyarakatn dan mita keria
dalam Pelaksanaan lainnya dalam pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan  (pelayanan dan pembinaan
Kesertaan BerKB et
2140320402 Integrasi Pembangunan | Jumleh Dokumen asi inegrasi|  Dokumen |0 of o o o - o - 356) 0 0 00| 71200 10.000.000,00 - - | Kepdla Bidang Daduk dan KB
i i Pembangunan Lintas Sekior di
Linas Sektor diKampung | FT8e
2140320403 Pelaksanaan dan Jumlah Kampung KB yang kampung 19 744000 0 250000 | 0 | 140440000 356, 141.520.000 (356 300.226.000 0 584.706.000 0 000 000 126204860000 - 3451 |Kepala Bidang Dalduk dan KB
Mengiku Pelaksanzan dan
Pe"geb‘;a" Program Pengelolaan Program Bangga
Bangga Kencana di Kencana (Pembanguran
Kampung Keluarga Keluarga, Kependudukan, dan
Berkualitas Keluarga Berencana) di
Kampung KB
o PROGRA b - 9.418.339.000,00 9 0.690.000 50,000 975.220.000 0 % 9 8.538 0 9 9 90.346.238,00 o pala Bidang KS dan Advo
p iy Desayang
21404201 kelompok 7 275233000000 | 7,00 2249000000 | 7,00 566.850.00000 7 642,020,000 |0 1.337.398.538 7 2569756538 | 100 909) 1400 5.266076.238,00 20,00 41,78 |Kepala Bidang KS dan Advokasi
Pembangunan Keliarga |4k i Koo
melalui Pembinaan PoKS,
Ketahanan dan PIKR dan Pemberdayaan
i Keluarga
yang difasilitasi dengan
sarana, pelatihan
orientastekns
2140420102 Pengadaan Sarana Keluarga Sejahera (PPKS) it 1 130000000 18 . - < 104993790 7 104993790 0 000 1800 10499379000 10000 7,39 | Kepala Bidang KS dan Advokasi
Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPKS,
PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA)
2140420108 Orientasi dan Pelatian | Jumlah Laporan Hasi Orentasi | laporan o of o o o - - o 0 o 000 000 - - - | Kepala Bidang KS dan Advokasi
Teknis Pengelola Ketahanan |20 Pelaihan Teknis Pengelola
T Perge Katran 1
lan Kesejahteraan Keluarga | ez (Bke, BKR, BKL,
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, |PPPKS, PIKR dan
PIK-R dan Pemberdayaan |Pemberdayaan Ekoromi
Ekonomi Keluarga/UPPKS) |KeluargalUPPKS)
2140420104 OrientasiPelathan Teknis | Jumian Kaderyang Mengikut orang 187 of o - 0 5 - B 0 0 0 000 187,00 B 2500 - | Kepala Bidang KS dan Advokasi
OrentasilPelatvan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan St e
dan Kesejahteraan Keluarga | i, kosejanerean Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, | (BK8, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
PIK-R dan Pemberdayaan (R dan Pemberdayaan Ekonomi
Ekonomi Keluarga/UPPKS) |Keluarga/UPPKS)
2140420105 Penyediaan Biaya Jumah Kader Pengelola dan orang 0 0 292 - - = - 27 0 0 00| 58400 - 20000 - | Kepala Bidang KS dan Advokasi
1y¢ i

Operasional bagi Pengelola
dan Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIKR dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Pelaksana (Kader) Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-
R dan Pemberdayaan Exonori
KeluargalUPPKS)




2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Jumlah Kelompok Kegiatan kelompok 0| [] ofo ofo o 0] 0| 0 0.00] 0.00] B - [ Kepala Bidang KS dan Advokasi
Operasional bagi Kelompok E::::‘“:?;K‘é‘ *::;‘as:fa"
Kegiatan Ketahanan dan | oppys pycadan
Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Ekonomi
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, |KeluargalUPPKS) yang
) operasional.
Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
2.14.04.201.0017 Promosi dan Sosialisasi Jumlah Laporan Hasil Promosi laporan 54 746,069,000 54 23,490,000 54 |127170000 54 174.990.000 |54 310.680.000 541 636.330.000[ 100} 0,00 54,00 636.330.000,00 180,00 119,41 | Kepala Bidang KS dan Advokasi
Kelompok Kegiatan bidhens Kalormpok
Ketahanan dan eparan Kesejehteraan
Kesejahteraan Keluarga Keluarga (BKB, BKR, BKL,
(BKB, BKR, BKL, PPKS, .
PIKR dan Usaha PIK-R dan Pemberdayaan
Peningkatan Pendapatan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Keluarga Akseptor
2.14.04201.08 Promosi dan Sosialisasi Jumizh Laporan Hasil Promosi laporan 0| [] [ 0 [ o = 5| 0 0 0.00] 10,00 95.940.000,00 166,67 13,50 |Kepala Bidang KS dan Advokasi
dan Sosialisasi Kelompok
Kabrpokkaga —({ S
f Kesejahteraan Keluarga
Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebal,
(Menjadi Orang Tua Hebat, |Generasi Berencana,
Generasi Berencana, [
Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan
Keluarga)
Pengelolaan Keuangan
Keluarga)
21406201016 Pengelolaan Ketahanan | Jumah aporen hasi Taporan B 8000000 5 1,000,000 5 18.350.000 |5 764788 B i) 10 7o 5071034800 ~[Kepala Bidang KS dan Advarasi
luarga Melalui
Ketarga MolbiPusel | hag e st
‘elayanan Keluarga Pelayanan Keluarga Sejafiera
Sejahtera (PPKS) (PPKS)
21404201024 Penyediaan Biaya Jumlah Kader Pengelola dan orang o 1828270000 720 wuge000 | 292 448,680,000 | 2920 916,960,000 220 183000 0 92 4069.627,600,00 Kepala Bidang KS den Advokasi
Operasional bagi Pengelola | Pelaksana (Kader) Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
dan Pelaksana (Kader) | g, kR, BKL, PPPKS, PK-
Ketahanan dan R dan Pemberdayaan Ekonori
Kesejaheraan Keluarga | KeluargalUPPKS)
(BKB, BKR, BKL, PPKS,
PIKR dan Uszha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA)
21406201025 Penyediaan Biaya Jumiah Kelompok Kegidan kelompok o E o o o o 000 7472450000 Kepala Bidang KS den Advokasi
Operasional bagi Kelompok E:E:::? B“Kag ‘;‘K‘;AZ":SE"
Kegiatan Ketahanan dan  (ooiee s dan Usara
Kesejahteraan Keluarga  (Peringkatan Pendapatan
(BKB, BKR, BKL, PPKS,  |Keluarga Aksspor (LPPKA)
PIK-R dan Usaha vang '“,W‘H:M"‘;W
Peningkatan Pendapatan | °P<"*"™ 9"
Keluarga Akseptor (UPPKA)
2.14.04.2.02 dan kelurahan 356 6.666.000.000,00 356 2620000000 | 356 1.298.000.000,00 356| 2.333.200.000 |356 3,008.600.000 356 6.666.000.000,00 100 100,00] 13.025.270.000,00 Kepala Bidang KS dan Advokasi
Peningkatan Peran Serta Y218 terfasilitasi TPK dan
oo aksesinternet mobile
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/
Kota dalam
Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.02.0005 Data dan i Laporan 18 3,030.000.000| 18 26,200,000 18 934.400.000,00 18 878.800.000 |18 1.190.600.000 18 3030000000 100) 100,00 6.059.900.000,00 Kepala Bidang KS dan Advokasi
Informasi Keluarga Berisiko
Informasi Keluarga Berisiko B ey
Stunting (Temasuk remaja | czon penganiinCalon PUS,
Calon Pengantin/Calon | bu Hanil, Pasca
PUS, Ibu Hami, Pasca salinkelahiran, Baduta/Balta)
salinfkelahiran,
Baduta/Balita)
2.14.04202.06 Pendampingan Keluarga | Jumiah Kelahanan Dokumen laporan 18] 3636000000 18 18 363,600.000,00 18] 1.454.400.000 |18 1.818.000.000 18| 3636.000.000[ 100} 100,00 6.965.370.000,00 Kepala Bidang KS dan Advokasi
risiko Stunti rmasuk Keluarga Hasil Melalui
Ea e Sl e [Pengelolaan Pusat Pelayanan
remaja Calon Keluarga Sefahera (PPKS)
Pengantin/Calon PUS, Ibu
Hamil, Pasca salin/kelahiran,
Baduta/Balita)
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 5.d PROGRAM...)| - 9045 1255 225,28
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 5. PROGRAM...)| 7 | B
Faktor pendorong keberhasilan kinerja Terdapat dana DAK yang bisa digunakan selama triwulan 1, sehingga sebagian kegiatan bisa terlaksana [ [ [ [ [
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pembatasan pencairan tiwulan 1, sehingga
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Pelaksanaan kegiatan sesuai acwal sehingga tdak teradi penundaan lebih jauh
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD tahun berikutnya perencanaan kegiatan berkelanjutan untuk mencapai target sesuai RPIMID.
Disetujui
Gresik,  Januari 2026
N INTERVAL NILAI REALISAST KINERJA Keterangan Kepala Dinas KB, PP dan PA
1 ST 91% < 100% Nama Urusan
2 T 76% < 90% Nama Instansi
3 s 66% s 75% Capalan Kinerja Per
4 R 51% < 65% Total Rata-rata capaian
5 SR <50%
Kinerja M. H
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA 128 e
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN 048 NIP. 1976093 200701 2 010




